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ABSTRAK 

 

PERAN PETUGAS LEMBAGA PEMASYARAKATAN DALAM 

MEMBERIKAN SANKSI TERHADAP NARAPIDANA YANG 

MELANGGAR TATA TERTIB DI DALAM LEMBAGA 

PEMASYARAKATAN 

(Studi Pada Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Bandar 

Lampung) 

Oleh  

Aura Cinta Hafidah Zalma  

Pelanggaran tata tertib oleh narapidana di dalam lembaga pemasyarakatan memiliki 

keterkaitan yang erat dengan peran petugas lembaga pemasyarakatan. Sebagai 

pejabat fungsional penegak hukum petugas lembaga pemasyarakatan memiliki 

peran penting dalam memberikan sanksi dengan berpedoman pada Undang-Undang 

dan Permenkumham yang berlaku. Sanksi yang diberikan tidak hanya bersifat  

menghukum  melainkan juga menciptakan efek jera. Namun, pada pelaksanaannya 

pemberian sanksi belum dapat terlaksana secara optimal sebagaimana ketentuan 

yang ada karena masih terdapat beberapa hambatan yang di hadapi oleh petugas. 

Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah peran petugas 

lembaga pemasyarakatan dalam memberikan sanksi terhadap narapidana yang 

melanggar tata tertib di dalam lembaga pemasyarakatan? dan Apakah faktor 

penghambat peran petugas lembaga pemasyarakatan dalam memberikan sanksi 

terhadap narapidana yang melanggar tata tertib di dalam lembaga pemasyarakatan?  

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dan 

yuridis empiris. Adapun jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data 

primer yang di dapat melalui wawancara dengan Kalapas, Petugas Kamtib, dan 

Petugas tim pengamat pemasyarakatan pada Lembaga Pemasyarakatan Narkotika 

kelas II A Bandar Lampung, serta akademisi Fakultas Hukum Universitas 

Lampung.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran petugas lembaga pemasyarakatan 

dalam memberikan sanksi terhadap narapidana yang melanggar tata tertib di 

Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Bandar Lampung berdasarkan 

peran normatifnya telah selaras dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 

Tentang Pemasyarakatan dan Permenkumham Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata 

Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara. Namun, pada 

pelaksanaan sanksi secara faktual, Pemberian sanksi khususnya sanksi teguran 

belum dapat mencapai peran ideal yang diharapkan guna menciptakan efek jera dan 

menyadarkan narapidana dari kesalahannya. Kondisi tersebut dipengaruhi karena 
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adanya faktor penghambat seperti; minimnya jumlah petugas, terbatasnya prasarana 

berupa sel isolasi, kurangnya sarana alat yang memadai dalam mencegah terjadinya 

pelanggaran, serta adanya faktor budaya narapidana yang menganggap sanksi 

hanya sebagai hukuman yang harus dijalani karena telah melanggar tata tertib 

bukan sebagai upaya yang memberikan efek jera pada narapidana.  

Saran dalam penelitian ini menekankan perlu adanya optimalisasi peran petugas 

untuk memastikan bahwa sanksi tidak hanya sebatas hukuman namun juga sebagai 

instrument penegakan hukum yang menciptakan efek jera bagi narapidana di dalam 

lapas melalui penguatan sinergi antara petugas lembaga pemasyarakatan dengan 

menambah jumlah petugas, meningkatkan sarana dan prasarana, serta adanya 

peningkatan keterampilan petugas melalui program pelatihan. Disamping itu, 

terhadap aparat penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan alternatif 

pemidaan lain selain pidana penjara seperti pidana pengawasan bagi tindak pidana 

narkotika yang tergolong ringan perlu di upayakan untuk mengatasi permasalahan 

overkapasitas pada lapas.  

Kata Kunci: Peran Petugas, Lembaga Pemasyarakatan, Sanksi Disiplin, 

Narapidana.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

THE ROLE OF CORRECTIONAL INSTITUTION OFFICIALS IN 

IMPOSING SANCTIONS ON INMATES WHO VIOLATE THE 

RULES AND REGULATIONS WITHIN THE CORRECTIONAL 

INSTITUTION 

(Study at the Class II A Narcotics Correctional Institution in Bandar Lampung) 

By 

Aura Cinta Hafidah Zalma  

Violations of prison rules by inmates are closely linked to the role of correctional 

officers. As functional law enforcement officials, correctional officers play a crucial 

role in imposing sanctions in accordance with applicable laws and regulations 

issued by the Ministry of Law and Human Rights. The sanctions imposed are not 

merely punitive but also aim to create a deterrent effect. However, in practice, the 

imposition of sanctions has not been implemented optimally as required by existing 

regulations due to several obstacles faced by correctional officers. The research 

questions in this study are: What is the role of correctional officers in imposing 

sanctions on inmates who violate prison regulations? and What are the factors 

hindering the role of correctional officers in imposing sanctions on inmates who 

violate prison regulations? 

The research methods employed in this study are normative legal and empirical 

legal approaches. The data used in this study consists of primary data obtained 

through interviews with the prison warden, security officers, and members of the 

correctional observation team at the Class IIA Bandar Lampung Drug 

Rehabilitation Center, as well as academics from the Faculty of Law at the 

University of Lampung. 

The results of the study indicate that the role of correctional officers in imposing 

sanctions on inmates who violate prison regulations at the Class II A Bandar 

Lampung Drug Rehabilitation Center, based on their normative role, is consistent 

with Law No. 22 of 2022 on Correctional Institutions and Ministry of Law and 

Human Rights Regulation No. 6 of 2013 on the Rules and Regulations of 

Correctional Institutions and State Detention Centers. However, in the actual 

implementation of sanctions, the imposition of sanctions particularly reprimands 

has not yet achieved the ideal role expected to create a deterrent effect and make 

inmates aware of their mistakes. This situation is influenced by various hindering 

factors, such as: a shortage of staff, limited facilities such as isolation cells, a lack 

of adequate equipment to prevent violations, and the cultural mindset of inmates 
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who view sanctions merely as a punishment to be endured for violating regulations, 

rather than as an effort intended to deter them. 

The recommendations in this study emphasize the need to optimize the role of 

correctional officers to ensure that sanctions are not merely punitive but also serve 

as a law enforcement tool that creates a deterrent effect for inmates within prisons. 

This can be achieved by strengthening collaboration among correctional officers 

through increasing staff numbers, improving facilities and infrastructure, and 

enhancing officers’ skills through training programs. Furthermore, law 

enforcement agencies such as the police and the prosecutor’s office should explore 

alternative sentencing options besides imprisonment such as probation for minor 

drug-related offenses to address the issue of overcrowding in prisons. 

Keywords: Role of Correctional Officers, Correctional Institutions, Disciplinary 

Sanctions, Inmates. 
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MOTTO 

 

‘‘ Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan 

kesanggupannya” 

(QS. Al-Baqarah: 286) 

 

“May you live out your youth without regrets, even when things fall apart and 

plans go awry. Never lose hope; for true strength does not lie in never falling, but 

in getting back up every time we do” 

(~Treasure) 

 

‘‘Fokuslah pada langkahmu sendiri bukan pada langkah orang lain. Hidupmu 

adalah milikmu sendiri. Maka, hargai setiap langkah kecilmu dan jadilah lebih 

baik dari hari kemarin” 

(Aura Cinta Hafidah Zalma ) 
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I. PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Lembaga pemasyarakatan di Indonesia sejatinya diartikan sebagai rumah bagi para 

pelaku kejahatan untuk memperbaiki diri. Dimana, keberadaannya merupakan 

manifestasi dari suatu sistem peradilan pidana di Indonesia yang lebih didefinisikan 

dengan istilah (Criminal Justice System). Sistem tersebut merupakan suatu 

gabungan dari berbagai subsistem peradilan pidana seperti kejaksaan, kepolisian, 

pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan yang hadir karena adanya ketidakpuasan 

cara kerja aparat penegak hukum terdahulu dengan suatu pendekatan hukum dan 

ketertiban sebagai suatu upaya  mengatasi terjadinya kejahatan di dalam 

masyarakat.  

Mardjono Reksodiputro memandang, sistem peradilan pidana berupaya untuk 

menghalangi seseorang menjadi korban, menyelesaikan kasus kejahatan, menjamin 

tegaknya keadilan dengan melakukan penghukuman sebagai bentuk pemenuhan 

kepuasan bagi masyarakat, serta sebagai jaminan untuk pelaku kejahatan supaya 

tidak lagi mengulangi tindak kejahatan yang sama.1 Hal yang terkandung dalam 

pemikiran tersebut sejalan dengan adanya keberadaan lembaga pemasyarakatan 

sebagai subsistem peradilan pidana yang memiliki peran penting yaitu sebagai 

serangkaian tahapan akhir dalam proses peradilan pidana. 

Lembaga pemasyarakatan merupakan badan atau organisasi tempat dimana 

pelaksanaan pemasyarakatan atau proses memasyarakatkan seseorang dilakukan. 

Pelaksanaannya dilaksanakan dengan melakukan pembinaan terhadap narapidana 

dan warga binaan pemasyarakatan baik secara fisik ataupun rohani melalui 

 
1 Shafira, M, dkk. Sistìem Pìeradilan Pidana. (Bandar Lampung : Pusaka Mìedia, 2022), hlm 5.  



2 

rehabilitasi serta reintegrasi sosial terhadap narapidana. Pelaksanaan pembinaan 

tersebut juga dapat diartikan sebagai pelaksanaan pidana lanjutan yang berupa 

pemidanaan. Sebagaimana diatur secara jelas di dalam Undang-Undang Nomor 22 

tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yang mengartikan bahwa lembaga 

pemasyarakatan merupakan suatu tempat guna melaksanakan fungsi pembinaan 

terhadap narapidana dengan menggunakan sistem pemasyarakatan sebagai suatu 

tatanan mengenai arah, batas, serta metode pelaksanaan fungsi secara terpadu.  

Sebagai sebuah institusi yang menaungi pembinaan dan pembimbingan terhadap 

narapidana, lembaga pemasyarakatan berupaya keras untuk menyelenggarakan 

fungsi pemasyarakatan dengan baik yang dilakukan juga sebagai upaya guna 

menciptakan ketertiban dan keamanan di dalam lembaga pemasyarakatan. 

Sehingga, pelaksanaan pembinaan dapat terselenggara dengan baik tanpa adanya 

suatu hambatan. Menyikapi hal tersebut, penting bagi lembaga pemasyarakatan 

untuk dapat menjamin terciptanya suatu kondisi lingkungan lembaga 

pemasyarakatan yang kondusif, aman, dan tertib sebagai suatu upaya pencegahan 

terhadap terjadinya tindakan kriminalitas  dan gangguan keamanan yang mungkin 

dilakukan oleh narapidana di dalam lembaga pemasyarakatan. Upaya tersebut 

termuat dalam ketentuan yang disebut dengan istilah tata tertib lembaga 

pemasyarakatan.2 

Ketentuan berupa tata tertib tersebut berisi aturan mengenai kewajiban dan larangan 

yang mengikat dan memaksa untuk ditaati serta dilaksanakan oleh setiap 

narapidana yang tengah menjalani pembinaan di dalam lembaga pemasyarakatan. 

Dilanggarnya tata tertib tersebut menimbulkan sebuah konsekuensi berupa 

diberikannya sanksi berdasarkan pelanggaran yang dilakukan oleh narapidana di 

dalam lembaga pemasyarakatan. Mendasari pada Permenkumham No 6 tahun 2013 

tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan yaitu pada 

ketentuan pasal 8 dijelaskan  bahwa, pemberian sanksi terhadap suatu pelanggaran 

yang terjadi di dalam lembaga pemasyarakatan oleh narapidana dapat dijatuhi 

 
2 ‘‘Pìermìenkumham Tata Tìertib Lapas dan Rutan Aturan Baru” 

https://kuttabdigital.com/pìermìenkumham-tata-tìertib-lapas-dan-rutan/ (diaksìes pada minggu 25 Mìei 

2025, pukul 16.44). 

 

https://kuttabdigital.com/permenkumham-tata-tertib-lapas-dan-rutan/
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sanksi berupa diberikannya hukuman disiplin berdasarkan jenis pelanggaran yang 

dilakukannya. Adapun sanksi yang diberikan berdasarkan jenis pelanggaran yang 

dilakukan oleh narapidana di dalam lembaga pemasyarakatan menurut ketentuan 

permenkumham tersebut terbagi atas hukuman disiplin tingkat ringan, hukuman 

disiplin tingkat sedang, serta hukuman disiplin tingkat berat.  

Lembaga pemasyarakatan ditempati oleh narapidana atau para pelaku kejahatan  

tindak pidana yang diartikan sebagai seseorang yang secara sah dinyatakan bersalah 

oleh pengadilan dengan adanya putusan hakim. Sehingga, oleh karena 

kesalahannya tersebut seseorang itu harus menjalani hukuman berupa terampasnya 

kemerdekaan dengan menjalani pidana penjara di dalam lembaga pemasyarakatan. 

Adapun kewajiban narapidana di dalam lembaga pemasyarakatan berdasarkan 

Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan pada pasal 11 

berupa :  

1. Menaati peraturan tata tertib; 

2. Mengikuti secara tertib program pembinaan; 

3. Memelihara perikehidupan yang bersih, aman, tertib, dan damai; 

4. Menghormati hak asasi setiap orang di lingkungannya.  
 

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 tahun 

2024 Tentang Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban Pada Satuan Kerja 

Pemasyarakatan di dalam Lembaga Pemasyarakatan yang bebas dari adanya 

potensi ancaman, atau gangguan nyata dalam mendukung terlaksananya fungsi 

pemasyarakatan. Dilaksanakannya kewajiban melalui tata tertib di dalam lembaga 

pemasyarakatan merupakan wujud dari upaya penegakan hukum dalam kerangka 

sistem peradilan pidana yang baik dan sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai 

dalam sistem pemasyarakatan melalui pembinaan terhadap narapidana di dalam 

lembaga pemasyarakatan. Sebaliknya, apabila terjadi suatu pelanggaran terhadap 

tata tertib lembaga pemasyarakatan serta tidak terlaksananya kewajiban narapidana. 

Maka, akan menyebabkan gangguan terhadap keamanan dan ketertiban dalam 

lembaga pemasyarakatan serta akan menghalangi jalannya proses pembinaan 

terhadap narapidana, termasuk terhapusnya hak-hak narapidana seperti remisi, 

Pembebasan bersyarat, dan cuti bersyarat untuk beberapa waktu tertentu.  
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Penyelenggaraan keamanan dan ketertiban di dalam lembaga pemasyarakatan 

dalam pelaksanaannya terikat dengan adanya peran krusial dari petugas lembaga 

pemasyarakatan. Pengertian mengenai petugas lembaga pemasyarakatan sendiri 

yaitu pejabat fungsional penegak hukum yang memiliki wewenang berdasarkan 

peraturan Perundang-Undangan untuk dapat melaksanakan tugas pemasyarakatan 

dalam suatu sistem peradilan pidana di lembaga pemasyarakatan.3 Sebagai 

penggerak utama dalam upaya pembinaan dan penyelenggaraan keamanan petugas 

lembaga pemasyarakatan  juga berperan penting guna memastikan bahwa setiap 

narapidana di dalam lembaga pemasyarakatan mematuhi dan melaksanakan 

ketentuan tata tertib yang ada.  

Sanksi yang diberikan oleh petugas lembaga pemasyarakatan terhadap narapidana 

yang melakukan pelanggaran bertujuan untuk menindak setiap narapidana yang 

terbukti melanggar tata tertib di dalam lembaga pemasyarakatan. Pemberian sanksi 

tersebut tidak hanya dipahami sebagai tindakan administratif semata, melainkan 

merupakan bagian dari upaya penegakan hukum di lingkungan lembaga 

pemasyarakatan yang merupakan salah satu subsistem dalam sistem peradilan 

pidana. Melalui penerapan sanksi, petugas lembaga pemasyarakatan berupaya 

menanamkan pemahaman kepada narapidana bahwa setiap tindakan, perilaku, atau 

sikap menyimpang yang dilakukan di dalam lembaga pemasyarakatan akan 

menimbulkan konsekuensi hukum sebagai bagian dari pelaksanaan pidana penjara 

berupa pemberian sanksi sebagai mekanisme pengendalian dan penegakan aturan.4 

Keberadaan lembaga pemasyarakatan sebagai wadah agar narapidana dapat 

memperbaiki diri dan tidak lagi mengulangi kesalahannya seringkali dihadapkan 

dengan berbagai permasalahan mengenai pelanggaran tata tertib. Adanya ketentuan 

mengenai tata tertib yang mengatur narapidana dalam bertindak dan berperilaku 

pada kenyataannya tidak menjamin bahwa pelanggaran di dalam lembaga 

pemasyarakatan tidak terjadi. Terjadinya ketidakpatuhan melalui berbagai 

 
3 Abdullah, Edi. Hukum Pìemasyarakatan Di Indonìesia. (Yogyakarta : Dìeìepublish, 2023), hlm 144.  
4 Zulfìedryan, M., & Santoso,I. Pìeran Pìetugas Pìemasyarakatan Dalam Prosìes Rìesosialisasi 

Narapidana Guna Kìebìerhasilan Pìembinaan di Lìembaga Pìemasyarakatan Kìelas II A Balikpapan. Al-

Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, 2025, vol 3 No 5, hlm 5882. 
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pelanggaran oleh narapidana di dalam lembaga pemasyarakatan menjadi bukti 

bahwa tujuan pemasyarakatan melalui pembinaan terhadap narapidana di dalam 

lembaga pemasyarakatan belum secara optimal di lakukan dalam mencapai tujuan 

dari hadirnya lembaga pemasyarakatan itu sendiri.5 

Masih banyaknya berbagai pelanggaran yang terjadi di dalam lembaga 

pemasyarakatan akan menjadi penghambat dalam terlaksananya proses pembinaan 

narapidana dalam upaya memperbaiki diri menjadi lebih baik  dan mengakibatkan 

lemahnya proses rehabilitasi terhadap narapidana. Isu mengenai maraknya 

pelanggaran yang terjadi di dalam lembaga pemasyarakatan merupakan fenomena 

yang terjadi hampir di semua lembaga pemasyarakatan di Indonesia. Penyebab 

pelanggaran yang dilakukan oleh narapidana di dalam lembaga pemasyarakatan ini 

diwarnai dengan berbagai macam faktor di antaranya seperti: kondisi lembaga 

pemasyarakatan, kurangnya sarana dan prasarana, serta permasalahan yang dimiliki 

narapidana itu sendiri turut mendorong terjadinya berbagai pelanggaran di dalam 

lembaga pemasyarakatan.6 

Berbagai pelanggaran yang terjadi dimulai dari pelanggaran ringan hingga 

pelanggaran berat sampai saat ini masih menjadi permasalahan yang belum dapat 

teratasi. Salah satu contoh pelanggaran tersebut yaitu pelanggaran yang terjadi pada 

tahun 2023 di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Bandar Lampung. 

Dimana, dalam sebuah operasi penggeledahan rutin yang dilakukan terhadap blok 

hunian narapidana petugas lembaga pemasyarakatan berhasil mengamankan 

sejumlah barang terlarang milik narapidana yang berupa; linggis, gunting kuku 

yang dilengkapi pisau kecil dan dapat berpotensi melukai diri, serta kartu remi yang 

dapat disalahgunakan narapidana untuk melakukan perjudian di dalam lembaga 

pemasyarakatan.7 

 
5 Abdullah, E, Loc. cit.  
6 Assa, N, i. Analisis Standar Opìerasional Prosìedur (SOP) Dalam Pìenanganan Narapidana DI Lapas. 

Lìex Privatum, Vol 13 No 5, 2024, hlm 11.  
7 Wiguna, ‘‘Razia Lapas Narkotika Bandar Lampung, Tìemukan Linggis hingga Rìemi”,  

https://lampung.idntimìes.com/nìews/lampung/tama-wiguna/razia-lapas-narkotika-bandar-lampung-

tìemukan-linggis-hingga-rìemi. (diaksìes pada sìenin kamis 22 Mìei 2025, pukul19.00). 

 

https://lampung.idntimes.com/news/lampung/tama-wiguna/razia-lapas-narkotika-bandar-lampung-temukan-linggis-hingga-remi
https://lampung.idntimes.com/news/lampung/tama-wiguna/razia-lapas-narkotika-bandar-lampung-temukan-linggis-hingga-remi
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Tidak hanya terbatas pada pelanggaran tersebut, berdasarkan data awal yang 

diperoleh penulis melalui pengamatan awal dan penelusuran dokumen Register F 

pada Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Bandar Lampung, ditemukan 

fakta bahwa tingkat pelanggaran tata tertib terus mengalami peningkatan di setiap 

tahunnya.  

 

Tabel 1. Data Pelanggaran narapidana Pada Lembaga Pemasyarakatan Narkotika 

Kelas II A Bandar Lampung, tahun 2023-2025 

Tahun Jenis Pelanggaran yang 

dilakukan  

Jumlah pelanggar (Register F) 

2023 Kepemilikan dan 

Penggunaan Ponsel 

Seluler (HP), Penipuan 

8 Orang Narapidana 

2024  Kepemilikan dan 

Penggunaan Ponsel 

Seluler (HP), 

Pengendalian, 

penggunaan, dan 

penyelendupan 

narkotika. 

22 Orang Narapidana 

2025  Kepemilikan Ponsel 

Seluler (HP), 

Penggunaan Narkotika, 

pencurian, dan 

pengendalian 

narkotika. 

25 Orang Narapidana 

Sumber : Data diolah oleh penulis melalui pengamatan awal dari lembaga terkait. 
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Berdasarkan pada data awal yang didapatkan, pelanggaran yang terjadi di dalam 

Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Bandar Lampung mengalami 

peningkatan dari tahun 2023 yang hanya berjumlah 8 orang  menjadi lebih dari 20 

orang pada tahun 2024 dan 2025. Kondisi tersebut menunjukkan peningkatan yang 

signifikan dengan kompleksitas pelanggaran yang bukan hanya pelanggaran ringan 

namun juga termasuk dalam pelanggaran berat seperti kepemilikan ponsel seluler 

(HP), hingga penyalahgunaan narkotika. Tindakan pelanggaran tersebut tidak 

hanya akan berdampak pada pelanggaran tata tertib internal namun juga dapat 

melibatkan proses hukum yang kompleks seperti ketentuan Kitab Hukum Acara 

pidana (KUHAP) dengan melibatkan kepolisian, kejaksaan, hingga proses 

peradilan di pengadilan, di karenakan termasuk kedalam tindak pidana baru yang 

pengaturannya di atur secara khusus di luar ketentuan Kitab Undang Hukum Pidana 

(KUHP).8 

Petugas lembaga pemasyarakatan sebagai garda terdepan dalam penegakan hukum 

memiliki peran penting dalam memastikan keamanan dan ketertiban serta 

meminimalisir terjadinya pelanggaran di dalam lembaga pemasyarakatan. Adapun 

pemberian sanksi bertujuan sebagai alat kontrol guna menciptakan efek jera 

terhadap narapidana. Namun, pada kenyataannya pelanggaran di dalam lembaga 

pemasyarakatan justru mengalami peningkatan yang mengkhawatirkan. Fenomena 

ini mengindikasikan bahwa petugas lembaga pemasyarakatan dalam memberikan 

sanksi belum berjalan secara optimal. Meskipun telah ada aturan mengenai tata 

tertib dan sanksi yang diatur di dalam Permenkumham No 6 tahun 2013, pada 

faktanya belum mampu menekan angka pelanggaran secara signifikan. Kondisi 

tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimanakah efektifitas pelaksanaan 

peran petugas secara nyata di lapangan apakah telah berjalan sesuai dengan 

ketentuan atau masih terkendala oleh beberapa faktor penghambat dalam upaya 

penegak hukum terhadap narapidana di dalam lembaga pemasyarakatan. 

Berdasarkan uraian tersebut, dalam hal ini peneliti tertarik untuk mengangkat 

 
8 Saputra, A., Joìeda, V. R., & Daman, A. Stratìegi pìenìegakan hukum tìerhadap pìerìedaran gìelap 

narkotika dalam pìerspìektif KUHP dan UU Narkotika. Journal of Economic and Managìemìent 

(JEM) Tìerìekam Jìejak, Vol 2 No 1, 2025, hlm 8. 
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permasalahan tersebut kedalam bentuk skripsi dengan judul ‘‘Peran Petugas 

Lembaga Pemasyarakatan Dalam Memberikan Sanksi Terhadap Narapidana Yang 

Melanggar Tata Tertib Di Dalam Lembaga Pemasyarakatan.” (Studi Pada Lembaga 

Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Bandar Lampung). 

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup  

1. Permasalahan  

Berdasarkan latar belakang di atas yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian 

ini adalah :  

a. Bagaimanakah peran petugas lembaga pemasyarakatan dalam memberikan 

sanksi terhadap narapidana yang melanggar tata tertib di dalam lembaga 

pemasyarakatan?  

b. Apakah faktor penghambat peran petugas lembaga pemasyarakatan dalam 

memberikan sanksi terhadap narapidana yang melanggar tata tertib di dalam 

lembaga pemasyarakatan? 

 

2. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah hukum pidana dengan kajian mengenai 

peran petugas lembaga pemasyarakatan dalam memberikan sanksi terhadap 

narapidana yang melanggar tata tertib di dalam lembaga pemasyarakatan dengan 

bidang keilmuan hukum pemidanaan dan pemasyarakatan. Pemilihan Lokasi untuk 

penelitian ini dilakukan di Provinsi Lampung yaitu pada Lembaga Pemasyarakatan 

Narkotika Kelas II A Bandar Lampung yang dilaksanakan pada tahun 2025.  

 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian  

1. Tujuan Penelitian  

Sesuai dengan permasalahan yang di bahas, maka tujuan penelitian ini adalah : 

a. Untuk mengetahui peran petugas lembaga pemasyarakatan dalam memberikan 

sanksi terhadap narapidana yang melanggar tata tertib di dalam Lembaga 

Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Bandar Lampung.  

b. Untuk mengetahui faktor penghambat peran petugas lembaga pemasyarakatan 

dalam memberikan sanksi terhadap narapidana yang melanggar tata tertib di 

dalam Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Bandar Lampung.  
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2. Kegunaan Penelitian  
 

Kegunaan penelitian ini mencakup kegunaan teoritis serta kegunaan praktis:  

a. Kegunaan Teoritis  

Melalui penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan serta menyumbang 

pemikiran teoritis bagi perkembangan ilmu hukum pada hukum pemasyarakatan  

dan lembaga pemasyarakatan sebagai tahap akhir dalam sistem peradilan pidana. 

Khususnya yang terkait dengan peran petugas lembaga pemasyarakatan dalam 

hal memberikan sanksi terhadap narapidana yang melanggar tata tertib di dalam 

lembaga pemasyarakatan sebagai wujud penegakan hukum dalam lingkup 

pemasyarakatan. Penelitian ini juga ditunjukkan untuk memberikan suatu 

informasi mengenai penegak hukum terhadap narapidana yang melanggar tata 

tertib di lembaga pemasyarakatan.  

b. Kegunaan Praktis  

Penelitian ini dapat memberikan pengetahuan, informasi, dan wawasan bagi para 

akademisi dan pihak-pihak yang berkepentingan mengenai penegakan hukum 

pada lingkup lembaga pemasyarakatan yang terkait dengan peran petugas 

lembaga Pemasyarakatan dalam hal memberikan sanksi terhadap narapidana 

yang melanggar tata tertib di dalam lembaga pemasyarakatan.  

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual  

1. Kerangka Teoritis  

Kerangka teoritis adalah suatu kerangka yang terdiri dari kumpulan konsep-konsep 

yang termasuk dalam bagian abstrak berdasarkan pada suatu pemikiran atau suatu 

kerangka yang menjadi acuan peneliti dalam mengidentifikasi dan menganalisis 

suatu kesimpulan yang dianggap relevan dan berhubungan dengan penelitian. Teori 

dalam kerangka ini merupakan tujuan akhir dari suatu ilmu pengetahuan karena 

konsep-konsep tersebut digunakan sebagai batasan yang digunakan untuk 

merincikan suatu pandangan sistematis mengenai fenomena atau hubungan-

hubungan dari suatu penelitian tersebut.9  

 

 
 

 
9 Adi, R. Mìetodologi Pìenìelitian Sosial dan Hukum. (Jakarta : Granit. 2024), hlm 29.  
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a. Teori Peran  

Peran memiliki fungsi yang sangat penting dalam perkembangan hidup masyarakat 

setiap orang yang hidup pastinya memiliki perannya masing-masing. Dalam 

kehidupan sosial peran yang dijalankan setiap orang berbeda dan saling berkaitan 

dengan status posisi tertentu dalam masyarakat karena peran memuat kedudukan 

yang berisi mengenai hak-hak dan kewajiban yang harus dijalankan oleh seseorang. 

Peran juga dapat diartikan sebagai suatu aktivitas dan tindakan yang oleh seseorang 

diharapkan dapat dilaksanakan oleh masyarakat atau individu. Peran disebut juga 

dengan “Role” dalam bahasa Inggris mendefinisikan bahwa peran sebagai 

“person’s task or duty in undertaking” yang berarti tugas atau kewajiban seseorang 

dalam suatu pekerjaan.  

Dalam terminologinya peran diartikan juga sebagai seperangkat tingkah yang 

dimiliki oleh seseorang yang berkedudukan di masyarakat. Teori peran “Role 

Theory” merupakan perspektif dalam ilmu sosiologi yang menganggap bahwa 

sebagian besar aktifitas manusia sehari-hari melibatkan adanya peran.10 Peran 

menyangkut pada seperangkat hak, kewajiban, harapan, norma, serta perilaku 

dengan cara yang dapat ditebak, teori ini juga menyatakan bahwa peran seseorang 

tidak hanya didasari oleh perilaku namun juga didasari pada kepercayaan (belief) 

dan sikap“attitude” yang sesuai dengan harapan peran itu sendiri. Di sisi lain 

Soerjono Soekanto berpandangan bahwa peran diartikan sebagai aspek dinamis 

kedudukan seseorang dimana apabila seseorang melaksanakan kewajibannya maka 

ia telah menjalankan suatu peran. Teori peran menurut Soerjono Soekanto : 11 

1) Peran Normatif  

Adalah peranan yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasari pada 

seperangkat norma atau aturan yang memiliki sifat mengikat dan berlaku dalam 

kehidupan bermasyarakat.  

 

 
10 Soìerjono, Soìekanto. Sosiologi Suatau Pìengantar. (Jakarta : Rajawali Pìers, 2009). 
11 Hamdanah. Adminsitrasi Pìendidikan Madrasah Diniyah. (Yogyakarta : CV. Ananta Vidya, 2022), 

hlm 49.  
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2). Peran Ideal  

Adalah peranan yang yang dilakukan seseorang atau suatu lembaga yang 

didasari pada suatu nilai-nilai ideal yang sudah seharusnya dilakukan sesuai 

dengan kedudukannya.  

3). Peran Faktual  

Adalah peranan yang dilakukan seseorang atau suatu lembaga yang didasari oleh 

kenyataan yang secara konkret terjadi di lapangan atau kehidupan sosial secara 

nyata. 12 

b. Teori Faktor Penghambat Penegakan Hukum  

Soerjono Soekanto mengartikan penegakan hukum sebagai sebuah cara untuk 

mengharmoniskan hubungan-hubungan atau nilai-nilai dan menyelaraskannya 

dengan sikap serta tindakan sebagai bagian untuk menciptakan, memelihara, serta 

mempertahankan kedamaian. Dalam teori ini soerjono soekanto memberikan 

pandangan bahwa faktor penghambat penegakan hukum terdiri atas 5 faktor yaitu:13 

1). Faktor Hukumnya sendiri  

Keberadaan hukum sebagai sebuah aturan haruslah jelas dan memiliki landasan 

yang kuat. Keberadaan aturan-aturan tersebut dalam hal ini diatur dalam 

ketentuan Undang-Undang yang penerapannya disusun oleh pemerintah untuk 

mengatur suatu hubungan dalam masyarakat. Namun seringkali pada realita 

yang terjadi di lapangan penerapan Undang-Undang dengan pelaksanaannya di 

lapangan dihadapkan dengan berbagai masalah seperti kekaburan hukum, 

terjadinya pertentangan kepastian dengan keadilan yang menyebabkan tidak 

tercapainya tujuan dari peraturan Perundang-Undangan serta hukum itu sendiri.  

2). Faktor Penegakan Hukum  

Penegakan hukum sejatinya dilaksanakan oleh petugas penegak hukum atau 

aparat penegak hukum yang berwenang dalam menegakkan hukum yang terdiri 

 
12 Khoirunnisa, K, dkk. Pìerspìektif Hukum Pidana Dalam Pìenanggulangan Kìejahatan Romancìe 

Scam: Analisis Pìeran Subdit V Sibìer Ditrìeskrismus Polda Lampung. Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu 

Hukum Sosial dan Humaniora, Vol 2 No 1, 2025, hlm 219-227.  
13 Utomo, Laksanto. Mìemahami Sosiologi Hukum. (Jakarta : Lìembaga Studi Hukum Indonìesia 

(LSHI Prìess), 2025), hlm 101-103.  
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dari jajaran petugas kepolisian, kejaksaan, kehakiman, penasihat hukum, hingga 

petugas pemasyarakatan. Aparat penegak hukum sebagai seseorang yang 

memiliki wewenang untuk menegakkan hukum perlu memiliki integritas, dan 

etika profesional yang baik.  

3). Faktor Sarana dan Prasarana  

Hal ini merujuk pada sarana dan prasarana yang mendukung dalam penegakan 

hukum. Seperti terdapatnya fasilitas pendukung berupa bangunan yang 

memadai, adanya perangkat atau teknologi canggih, dan anggaran yang 

memadai menjadi kumpulan faktor yang berpengaruh kuat pada tegaknya 

penegakan hukum karena tanpa sarana dan prasarana yang memadai penegakan 

yang dilakukan aparat penegak hukum tidak akan berjalan dengan baik dan 

optimal.  

4). Faktor Masyarakat  

Dalam upaya penegakan hukum selain aparat penegak hukum masyarakat juga 

memiliki peran penting dalam mencapai kedamaian di dalam masyarakat serta 

efektifitas terjadinya pelanggaran yang disebabkan oleh rendahnya kesadaran 

hukum dari masyarakat itu sendiri.  

5). Faktor Kebudayaan  

Dimana dalam hal ini mencakup nilai-nilai yang menjadi dasar berlakunya 

hukum itu sendiri yang merupakan suatu konsepsi-konsepsi mengenai apa yang 

dianggap baik dan apa yang dianggap buruk. Dan mengatur bagaimana manusia 

dapat berbuat, bertindak, dan menentukan sikapnya.  

2. Konseptual 

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menghubungkan antara suatu konsep 

dengan konsep lainnya dalam sebuah penelitian.14 Kerangka konsep tersebut 

bertujuan untuk menjelaskan secara detail dan terstruktur mengenai topik penelitian 

yang di teliti, dengan kata lain berisi defnisi singkat mengenai topik-topik yang 

akan diteliti dalam penelitian yang dilakukan. Penggunaan kerangka konseptual ini 

 
14 Sarmanu. Dasar Mìetodìe Pìenìelitian Kuantitatif, Kualitatif & Statistika. (Surabaya : Airlangga 

Univìersity Prìess, 2017), hlm 36. 
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juga digunakan peneliti dalam merumuskan, dan mengidentifikasi hubungan antara 

beberapa variabel dalam penelitian. Penyusunan konsep yang berupa definisi dalam 

penelitian ini juga digunakan untuk menyusun secara sistematis mengenai masing 

masing definisi dari beberapa hal yang akan diteliti oleh peneliti dalam penulisan 

sebuah skripsi. Untuk memberikan kesatuan pemahaman maka dibawah ini 

merupakan konsep serta definisi yang akan digunakan yaitu :  

a. Peran adalah suatu tindakan atau perbuatan yang di harapkan dapat dilaksanakan 

oleh seseorang yang berkedudukan dalam masyarakat dengan posisi tertentu. 

Peran juga diartikan sebagai pola perilaku yang dapat diterima secara sosial 

melalui cara menempatkan individu dalam suatu kedudukan tertentu dengan 

harapan ditempatkannya seseorang tersebut untuk dapat melaksanakan tanggung 

jawabnya terhadap peran yang diembannya di dalam kehidupan 

bermasyarakat.15 

b. Petugas Lembaga Pemasyarakatan adalah pejabat penegak hukum yang 

melaksanakan fungsi pemasyarakatan secara terpadu sebagaimana Peraturan 

Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999, dimana petugas lembaga pemasyarakatan 

sendiri terdiri dari petugas pembina kemasyarakatan, petugas pengaman 

pemasyarakatan, dan pembimbing kemasyarakatan.  

c. Sanksi adalah tindakan menghukum seseorang yang melanggar aturan berupa 

penjatuhan hukum oleh negara karena telah terbukti melakukan pelanggaran dan 

tidak mematuhi suatu aturan. Dalam lembaga pemasyarakatan pemberian sanksi 

digolongkan kedalam 3 tingkatan pelanggaran yaitu sanksi tingkat ringan, sanksi 

tingkat sedang, dan sanksi tingkat berat. 16 

d. Narapidana menurut Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 tentang 

pemasyarakatan adalah terpidana yang menjalani pidana penjara dengan kurun 

waktu tertentu atau seumur hidup atau terpidana mati yang menunggu 

pelaksanaan putusan dan sedang menjalani pembinaan di dalam lembaga 

pemasyarakatan.  

 
15 Soìejono, Soìekanto. Sosiologi Suatu Pìengantar Edisi Rìevisi. (Jakarta : Rajawali Pìers, 2014), hlm 

21.  
16 Danaya, B, P, Khairina, dkk. Dasar-Dasar Hukum Pìedoman Hukum di Indonìesia. (Jambi : PT. 

Sonpìedia Publishing Indonìesia, 2024), hlm 7. 
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e. Pelanggaran berasal dari kata langgar yang berarti perbuatan menentang aturan. 

Pada lembaga pemasyarakatan pelanggaran berarti perbuatan narapidana yang 

bertentangan dengan aturan yang berlaku di dalam lembaga pemasyarakat yang 

dapat berupa pelanggaran terhadap tata tertib baik pelanggaran yang termasuk 

kedalam pelanggaran disiplin ataupun pelanggaran yang termasuk kedalam 

tindak pidana yang diatur di dalam Undang-Undang atau ketentuan lain di luar 

KUHP. 17 

f. Tata tertib adalah peraturan-peraturan yang telah disepakati oleh suatu lembaga 

yang harus di taati oleh seseorang. Tata tertib umumnya bersifat mengikat dan 

memaksa sehingga wajib bagi seseorang atau masyarakat untuk dijalankan. Yang 

apabila di langgar maka akan diberikan sanksi karena perbuatannya. 18 

g. Lembaga pemasyarakatan adalah wadah atau tempat bagi seseorang atau 

narapidana yang melakukan kejahatan dan terbukti melakukan kesalahan. Yang 

berdasarkan pada putusan hakim telah berkekuatan hukum tetap. Sehingga 

menjalani pembinaan di dalam lembaga pemasyarakatan.19 

 

E. Sistematika Penulisan  

Sistematika penulisan yang digunakan dalam penulisan ini disusun ke dalam 5 Bab 

yang memuat sebagai berikut :  

I. PENDAHULUAN  

Bab ini berisi pendahuluan yang menguraikan latar belakang, permasalahan, serta 

ruang lingkup, tujuan, dan kegunaan sebuah penelitian. Disamping itu pada bab ini 

juga mencakup kerangka teoritis dan konseptual serta sistematika penulisan.  

 

 

 
17 Ziaggi, ‘‘Pìengìertian Pìelanggaran Hukum Sìerta Sanksi, Unsur, dan Faktor Tìerjadinya 

Pìelanggaran”. https://www.gramìedia.com/litìerasi/pìelanggaran-hukum/. (diaksìes pada sìelasa 20 Mìei 

2025, pukul 19.20). 
18 Abdul, R.‘‘ Pìengìertian Tata Tìertib, Tujuan, Manfaat, dan Contohnya”. https://dosìenppkn.com/tata-

tìertib/. (diaksìes pada sabtu 24 Mìei 2025, pukul 19.26). 
19 Barlian, R , Dìewi, E & Monica Dona. R. Stratìegi dan Hambatan dalam Pìembìerantasan 

Handphonìe, Pungutan Liar, dan Narkotika di Lìembaga Pìemasyarakatan. Journal of Contìemporary 

Law Studiìes, Vol 1 No 4, 2024, hlm 301.  

 

https://www.gramedia.com/literasi/pelanggaran-hukum/
https://dosenppkn.com/tata-tertib/
https://dosenppkn.com/tata-tertib/
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II. TINJAUAN PUSTAKA   

Pada bab ini memuat tinjauan pustaka dari berbagai konsep atau kajian yang 

berhubungan dengan penyusunan skripsi. Tinjauan pustaka (literature review) 

secara sederhana dapat diartikan sebagai kajian terhadap publikasi yang telah 

diterbitkan sebelumnya terkait suatu topik. 

III. METODE PENELITIAN  

Pada bagian bab ini menjelaskan langkah-langkah yang digunakan dalam 

pendekatan masalah, sumber dan jenis data, prosedur pengumpulan dan pengolahan 

data serta analisis data. 

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN  

Berisi penjelasan dan pembahasan mengenai data yang telah didapatkan selama 

proses penelitian. Dimana dalam bab ini akan menguraikan hasil dari penelitian 

mengenai bagaimanakah peran petugas lembaga pemasyarakatan terhadap 

narapidana yang melanggar tata tertib dan apa sajakah faktor yang menghambat 

peran petugas lembaga pemasyarakatan terhadap narapidana yang melanggar tata 

tertib di dalam Lembaga Pemasyarakatan (Studi Pada Lembaga Pemasyarakatan 

Narkotika Kelas II A Bandar Lampung ).  

V. PENUTUP  

Pada bab ini berisi kesimpulan yang merupakan hasil akhir dari penelitian dan 

pembahasan serta berisi saran penulis yang diberikan berdasarkan hasil penelitian 

yang menunjukkan bahwa Peran Petugas Lembaga Pemasyarakatan Dalam 

Memberikan Sanksi Terhadap Narapidana Yang Melanggar Tata Tertib di dalam 

Lembaga Pemasyarakatan ( Studi Pada Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas 

II A Bandar Lampung) masih belum berjalan secara optimal dalam mencapai peran 

ideal yang diharapkan dikarenakan masih adanya permasalahan yang dihadapi 

petugas seperti terbatasnya jumlah petugas, sarana dan prasarana yang kurang 

memadai, serta rendahnya kesadaran narapidana itu sendiri.  

 



 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Tinjauan Umum Sistem Pemasyarakatan  

Sistem pemasyarakatan adalah bagian dari subsistem peradilan pidana yang 

membawahi pembinaan terhadap narapidana di dalam lembaga pemasyarakatan. 

Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang 

Pemasyarakatan sistem pemasyarakatan merupakan suatu tatanan mengenai arah, 

batas, serta cara pembinaan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan yang 

berdasarkan kepada Pancasila secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan 

masyarakat melalui peningkatan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar dapat 

menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, serta kembali ke tengah-tengah 

masyarakat sebagai warga masyarakat yang baik dan bertanggung jawab. 

Pengertian tersebut kemudian diperbaharui dengan ketentuan Undang-Undang 

Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan yang juga kembali menegaskan 

bahwa sistem pemasyarakatan merupakan suatu tatanan mengenai arah, batas, dan 

metode pelaksanaan fungsi pemasyarakatan secara terpadu.  

Berbicara mengenai sistem pemasyarakatan sebagai bagian dalam subsistem 

peradilan pidana dan suatu sistem pemidanaan terhadap seseorang keberadaannya 

terikat pada adanya permasalahan hukum pidana yang pada akhirnya akan 

menyentuh titik pertentangan dimana pidana itu sendiri pada hakikatnya diadakan 

untuk menjaga kepentingan seseorang, namun disamping itu juga dapat digunakan 

sebagai wujud dari penghukuman berupa pemberian penderitaan kepada seorang 

pelaku kejahatan yang dalam hal ini dimaksud ialah narapidana. Bentuk hukuman 

berupa pemberian penderitaan terhadap narapidana dahulunya lebih populer dengan 

penyebutan Sistem kepenjaraan. Sistem ini merupakan sistem yang digunakan pada 

masa penjajahan dengan pendekatan yang diskriminatif  dan perlakuan yang tidak 
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manusiawi terhadap orang-orang yang melakukan kejahatan pada saat itu. 

Perlakuan terhadap orang bersalah atau pelaku kejahatan pada sistem kepenjaraan 

dilakukan dengan tujuan penjeraan dan pembalasan dendam berupa kekerasan 

terhadap orang bersalah (narapidana). 20 

Sejarah kepenjaraan dan perkembangannya di Indonesia dimulai pada periode 

kepenjaraan yang ke I  (1945-1950) dimana, pada periode ini memposisikan penjara 

sebagai lingkup dari sistem hukum di Indonesia. Dahulunya sistem kepenjaraan di 

artikan sebagai suatu sistem perlakuan terhadap narapidana. Di tempat ini orang 

yang bersalah akan diperlakukan sedemikian rupa dengan sistem tertentu berupa 

penyiksaan dengan harapan agar narapidana merasa jera dan tidak mengulangi 

kembali kesalahannya. Sistem kepenjaraan selanjutnya memiliki peningkatan pada 

periode ke II (1950-1960), Pada periode ini dikenal suatu istilah modern baru yaitu 

”resosialisasi”. Sistem kepenjaraan pada periode ini ditandai oleh perkembangan 

tentang kepenjaraan dimana awalnya memakai konsep balas dendam (retributive)  

dan penjeraan (detterence)  menjadi resosialisasi yaitu mengantarkan pada nilai-

nilai dan norma masyarakat yang berlaku.  Hingga pada periode ke III (1960-1963) 

yang ditandai dengan munculnya paradigma reintegrasi sosial. Dimana dalam 

periode ini narapidana dalam pembinaannya lebih dikenalkan pada norma-norma 

dan nilai-nilai yang berlaku di dalam masyarakat. 21 

Seiring dengan berkembangnya paradigma pidana dan pemidanaan di Indonesia 

dengan bertolak pada sistem kepenjaraan yang jauh dari nilai-nilai kemanusiaan 

maka, terjadilah suatu pergeseran sistem kepenjaraan pada masa penjajahan 

terdahulu menjadi suatu sistem pemasyarakatan. Dimana pergeseran paradigma 

tersebut menjadi cikal bakal  terlahirnya sistem pemasyarakatan yang ada dan 

diterapkan di Indonesia saat ini.  Sistem pemasyarakatan sendiri memiliki tujuan 

yang lebih manusiawi apabila dibandingkan dengan sistem kepenjaraan terdahulu 

dimana pada sistem pemasyarakatan perlakuan terhadap narapidana didasarkan 

pada nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila serta Undang-Undang Dasar 

 
20 Mufty, A. Transformasi Sistìem Pìemasyarakatan Pìengganti Kìepìenjaraan Di Indonìesia. (Jawa 

Barat : PT. Adab Indonìesia, 2025). hlm 36.  
21 Juanìedi, F, Ardani, T. Bimbingan Konsìeling Dalam Lìembaga Pìemasyarakatan. (Malang: Mìedia 

Nusa Crìeativìe, 2022), hlm 40-41 
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Negara 1945 dengan cita-cita yang besar bagi kesejahteraan masyarakat Melalui 

rehabilitasi, dan reintegrasi sosial narapidana yang memiliki tujuan untuk dapat 

mengembalikan narapidana menjadi warga masyarakat yang baik dan dapat belajar 

dari kesalahannya. 22 

Berbagai bentuk pembinaan dalam sistem pemasyarakatan oleh narapidana dalam 

pelaksanaan pidana di dalam lembaga pemasyarakatan tersebut menunjukan bahwa 

negara Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi Hak Asasi manusia 

(HAM) yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila serta Undang-Undang Dasar 

Negara tahun 1945. Penerapan sistem pemasyarakatan dalam Pelaksanaan pidana 

dahulunya lebih dikenal dengan sistem kepenjaraan, dimana pada sistem ini 

perlakuan terhadap narapidana tergolong jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan 

lebih digunakan sebagai wujud pembalasan dendam kepada orang bersalah sebagai 

bentuk penjeraan (Regret).23  

Istilah sistem pemasyarakatan untuk pertama kalinya dicetuskan oleh suatu 

pemikiran dari Seorang Menteri Kehakiman bernama Dr. Sahardjo pada tanggal 5 

Juli 1963 yang pada saat itu menjelaskan mengenai Konsep Pemasyarakatan pada 

saat penerimaan gelar  Anugerah Doktor Honoris Causa di Bidang Ilmu Hukum 

Universitas Indonesia. Melalui pidatonya dengan Judul ‘‘Pohon Beringin 

Pengayoman” Sahardjo mengemukakan bahwa beliau telah mengganti istilah 

penjara menjadi pemasyarakatan. Istilah pemasyarakatan sendiri baru diajukan 

secara resmi dan disahkan tepatnya pada tahun 1964 melalui Keputusan Konferensi 

Dinas Direktoral Pemasyarakatan di Lembang, Bandung pada 27 April hingga 7 

Mei yang dalam pengajuannya menetapkan bahwa tujuan dari pidana penjara 

disamping digunakan sebagai sekedar hukuman yang menimbulkan rasa derita pada 

narapidana juga digunakan untuk membimbing narapidana agar senantiasa bertobat 

 
22 Sari, A, & Pranoto, E. Implìemìentasi Sistìem Pìemasyarakatan Tìerhadap Narapidana Di Lapas 

Pìerìempuan Kìelas II A Sìemarang. Jurnal Logika Hukum, Vol 1 No 1, 2025, hlm 3.  
23 Wulandari, S. Rìeintìegrasi Sosial Dalam Sistìem Pìemasyarakatan Sìebagai Visi Pìemidanaan Dalam 

Hukum Nasional. In Sìeminar Nasional Tìeknologi Dan Multidisiplin Ilmu (SEMNASTEKMU), Vol 

3, No 2, 2023, hlm. 31.  
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dan berubah menjadi lebih baik melalui pembinaan dengan tujuan agar narapidana 

dapat kembali menjadi warga masyarakat yang baik.24  

Perubahan sistem kepenjaraan oleh Sahardjo menjadi sistem pemasyarakatan 

kemudian dikembangkan berdasarkan pada asas kemanusiaan yang terdapat pada 

10 prinsip pemasyarakatan dalam pembinaan terhadap narapidana dimana 

kesepuluh Prinsip tersebut adalah : 25 

1. Orang tersesat juga diayomi, yaitu melalui cara memberikan suatu bekal hidup 

sebagai warga masyarakat yang baik dan berguna. Yang tidak hanya berupa 

bekal hidup yang berbentuk finansial, material, namun juga keterampilan, 

keahlian, dan kemampuan yang  berdaya guna bagi masyarakat.  

2. Menjatuhi pidana bukan sebagai tindakan balas dendam ataupun penyiksaan 

yang diberikan oleh negara. Yang juga berarti bahwa terhadap mereka tidak di 

perkenankan diberikan penyiksaan berupa tindakan, ucapan ataupun perawatan. 

Dan satu-satunya derita ialah terampasnya kemerdekaan.  

3. Tobat tidak dapat tercapai melalui penyiksaan, melainkan melalui pembinaan dan 

pembimbingan terhadap orang bersalah (narapidana). Yang melalui 

pembimbingan tersebut kepada mereka haruslah ditanamkan mengenai norma 

hidup di dalam kehidupan serta diberikannya kesempatan kepada mereka untuk 

merenungkan perbuatannya yang terdahulu. Selain itu narapidana harus 

diikutsertakan pada kegiatan sosial yang dapat menumbuhkan rasa hidup 

kemasyarakatan.  

4. Negara tidaklah berhak membuat seseorang menjadi lebih buruk dan jahat dari 

pada sebelum dijatuhi pidana. Oleh karena itu harus di adakan pemisahan antara 

yang Residivist dan bukan, yang melakukan tindak pidana berat dan ringan, jenis 

tindak pidana yang telah di perbuat, pemisahan antara yang muda dan anak-anak, 

serta orang terpidana dan orang tahanan.  

5. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak narapidana harus dikenalkan dan tidak 

boleh diasingkan oleh masyarakat. Sebagai upaya pemulihan hubungan 

 
24 Saìefudin, W, & NCD, M. F. (Eds.). Kapita Sìelìekta Pìemasyarakatan Edisi II. (Yogya: Idìe 

Publishing, 2021), hlm 3. 
25 Monica, Dona, R dan Maulani, D. Pìengantar Hukum Pìenitìensiìer dan Sistìem Pìemasyarakatan 

Indonìesia. (Lampung : AURA, 2018), hlm 53-54.  
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narapidana dan masyarakat serta pencerminan norma masyarakat dalam 

kehidupan harian narapidana.  

6. Pekerjaan yang diberikan terhadap narapidana bersifat mengisi waktu luang dan 

tidaklah hanya untuk mengisi waktu kosong saja.  

7. Bimbingan dan didikan terhadap narapidana harus berdasarkan pada nilai nilai 

yang terkandung dalam pancasila.  

8. Narapidana yang adalah manusia atau orang-orang yang tersesat harus 

diperlakukan sebagai manusia.  

9. Narapidana hanya diberikan pidana hilang kemerdekaan sebagai satu-satunya 

derita yang dialaminya. 

10. Didirikannya lembaga pemasyarakatan baru sesuai dengan kebutuhan serta 

program-program yang akan dilaksanakan selama pembinaan yang sesuai 

termasuk penyebaran lembaga-lembaga pemasyarakatan yang berada di tengah 

kota ke tempat yang sesuai dengan proses pemasyarakatan.  

Kesepuluh prinsip pemasyarakatan yang telah diuraikan tersebut secara garis besar 

berisi penolakan terhadap prinsip pemidanaan yang retributif atau menekankan 

kepada tujuan pembalasan dendam dan lebih mendukung prinsip pemidanaan yang 

bersifat rehabilitatif yaitu lebih menekankan kepada upaya perbaikan diri menjadi 

lebih baik melalui proses pembinaan. Dalam sistem pemasyarakatan yang saat ini 

berkembang di Indonesia pada pelaksanaannya mengandung suatu cita cita besar 

yang lebih menekankan kepada Pembinaan dan rehabilitasi sebagai upaya lembaga 

pemasyarakatan sebagai suatu institusi yang menjadi tempat penampungan bagi 

narapidana memperbaiki diri dengan harapan bahwa melalui pembinaan dan 

rehabilitasi terhadap narapidana di dalam lembaga pemasyarakatan akan 

mempermudah reintegrasi narapidana untuk kembali ke tengah-tengah 

masyarakat.26  

 
26 Riski, R, Y. Pìeran Lìembaga Pìemasyarakatan Dalam Mìenjalankan Program Rìehabilitasi 

Pìemasyarakatan Tìerhadap Narapidana Narkotika: Studi Kasus Lapas Kìelas II A Padang. Court 

Rìeviìew:Jurnal Pìenìelitian Hukum. Vol 5 No 6, 2025, hlm 366.  
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Penyelenggaran sistem pemasyarakatan memiliki tujuan yang terdapat 

pengaturannya didalam ketentuan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 tentang 

pemasyarakatan tepatnya pada pasal 2 yaitu bertujuan untuk :  

1. Memberikan jaminan perlindungan terhadap hak narapidana;  

2. Meningkatkan kualitas kepribadian serta kemandirian narapidana di dalam 

lembaga pemasyarakatan agar dapat menyadari kesalahannya dan dapat 

kembali di terima oleh masyarakat;  

3. Serta memberikan perlindungan terhadap narapidana dari adanya suatu 

potensi pengulangan tindak pidana  

Sistem pemasyarakatan disamping itu juga memiliki fungsi :  

1. Pelayanan;  

2. Pembinaan;  

3. Pembimbingan kemasyarakatan;  

4. Perawatan;  

5. Pengamatan dan pengamanan.  

Untuk dapat mencapai suatu tujuan terselenggaranya sistem pemasyarakatan maka 

diperlukanlah suatu asas yang menjadi landasan filosifnya, asas-asas dalam sistem 

pemasyarakatan itu meliputi : 27  

1. Asas Pengayoman  

Yaitu pìerlakuan tìerhadap warga binaan pìemasyarakatan yang bìertujuan 

mìelindungi masyarakat dari kìemungkinan terulangnya suatu tindak pidana olìeh 

narapidana atau warga binaan pìemasyarakatan. Kìegiatan dalam asas ini tìerwujud 

dalam bìentuk pìembìerian bìekal hidup bagi narapidana mìelalui kìegiatan 

pìembinaan yang bìerupa kìetìerampilan dan juga kìepribadian yang dapat bìerguna 

bagi narapidana sìetìelah kìeluar dari lìembaga pìemasyarakatan dan kìembali 

mìenjadi warga masyarakat biasa.  

2. Asas Nondiskriminasi  

Yaitu asas yang mìengandung nilai-nilai pìersamaan pìerlakuan dimana artinya 

dalam sistìem pìemasyarakatan asas ini mìelaksanakan kìegiatan pìembinaan 

dìengan tidak mìembìeda-bìedakan pìerlakuan kìepada narapidana yang ada  baik 

mìembìedakan mìerìeka bìerdasarkan suku, ras, agama, kìelompok, ataupun 

golongan tìertìentu dalam pìembinaannya.  

 
27 Kusmanto, A., & Tisnanta,H,S. Pìelaksanaan Pìembinaan Narapidana Yang Bìerkìeadilan Dalam 

Mìewujudkan Filosofi Pìemasyarakatan Narapidana. AL-Zayn: Jurnal Ilmu Sosia & Hukum. Vol 3 No 

4, 2025, hlm 4867-4868.  



22 

3. Asas kìemanusiaan 

Yang artinya dalam asas ini sistìem pìemasyarakatan yang dilakukan dalam 

lìembaga pìemasyarakatan didasari pada nilai-nilai kìemanusiaan sìepìerti pada 

pìerlindungan dan pìenghormatan hak asasi dan harkat martabat narapidana 

sìebagai manusia.  

4. Asas Gotong Royong  

Dimana dalam kìehidupan bìernìegara mìemuat juga nilai-nilai gotong royong 

sìecara bìersama sama anatara narapidana pìetugas lìembaga pìemasyarakatan sìerta 

lìembaga pìemasyarakatan di dalam sistìem pìemasyarakatan untuk tìercapainya 

tujuan pìemasyarakatan.  

5. Asas Kìemandirian  

Dimana pada sistìem pìemasyarakatan ini tujuan sistìem pìembinaan ditunjukkan 

untuk mìembìerikan kìemandirian tìerhadap narapidana agar dapat bìertanggung 

jawab tìerhadap kìesalahan yang dilakukannya. Sìelain itu, pìembinaan dalam 

sistìem pìemasyarakatan juga digunakan sìebagai upaya mìembangun kìembali 

kìemandirian narapidana mìelalui kìegiatan pìembinaan yang mìengìedìepankan 

kìetìerampilan narapidana.  

6. Asas Proporsionalitas 

Dimana kìesìeimbangan dalam pìerlakukan pìembinaan yang sìesuai dìengan 

kìebutuhan sìerta hak dan kìewajiban narapidana diharapkan dapat bìerjalan dìengan 

proporsional .  

7. Asas Kìehilangan Kìemìerdìekaan sìebagai satu-satunya pìendìeritaan  

Pada asas ini nìegara mìenyatakan bahwa nìegara tidak bolìeh mìembuat kondisi 

orang yang mìelakukan kìejahatan atau yang sìedang mìenjalani pìembinaan di 

dalam lìembaga pìemasyarakatan mìenjadi lìebih buruk daripada sìebìelum di 

rampasnya kìemìerdìekaan mìerìeka.  

8. Asas Profìesionalitas  

Dimana pada pìembinaannya sistìem pìemasyarakatan harus dilakukan dan 

dilaksanakan bìerdasarkan kìetìentuan dan aturan yang ada sìecara transparan tanpa 

adanya kìetidak profìesionalan pada pìelaksanaannya di lapangan.  
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Kìebìeradaan prinsip dan asas-asas dalam pìemasyarakatan digunakan sìebagai 

landasan filosofis dalam prosìes pìembinaan narapidana tìermasuk didalamnya 

pìenggolongan tahapan pìembinaan dìengan tujuan utama bukan hanya sìebagai 

pìenghukuman namun juga sìebagai suatu upaya untuk mìengìembalikan narapidana 

mìenjadi anggota masyarakat yang mampu bìertanggung jawab sìerta taat pada 

hukum. Pìenggolongan pada pìembinaan sìendiri bìerdasarkan tujuan yang ingin di 

capai di golongkan mìenjadi 4 tahapan pìembinaan narapidana dìengan mìeliputi :  

1. Tahapan Pìertama  

Fasìe ini mìerupakan implìemìentasi dari tahapan paling awal dalam sistìem 

pìemasyarakatan tìerhadap warga binaan pìembinaan pìemasyarakatan. Dimana, 

sìecara substansial kìegiatan yang dilakukan pada tahap ini dimulai dìengan 

difokuskan untuk mìelakukan pìengamatan, pìenìelitian, dan pìengìenalan lingkungan 

guna pìerìencanaan pìenìentuan program-program pìembinaan yang akan dilaksanakan 

di dalam lìembaga pìemasyarakatan sìesuai dìengan karaktìeristik individu narapidana, 

sìerta prosìes adaptasi bagi narapidana di awal prosìes pìemasyarakatan dilakukan. 

Batasan mìengìenai waktu di mulainya tahapan pìertama ini ialah pada saat sìesìeorang 

yang bìersangkutan rìesmi mìenyandang status sìebagai narapidana hingga 

tìercapainya 1/3 dari masa pidananya. Mìengingat ini masih mìerupakan tahapan 

paling awal dalam upaya prosìes pìemasyarakatan mìelalui Pìembinaan. Maka, standar 

pìengamanannya masih mìenggunakan standar maksimum.  

2. Tahapan Kìedua  

Implìemìentasi pìembinaan pada tahap ini akan dilakukan apabila prosìes pìembinaan 

tìerhadap narapidana sìelama 1/3 masa pidananya tìelah tìerlaksana dari total masa 

hukumannya. Sìelin itu, tahapan ini juga dapat dilakukan apabila mìenurut Tim 

Pìengamat Pìemasyarakatan (TPP) narapidana tìelah cukup dalam mìencapai 

kìemajuan yang dibuktikan mìelalui tindakan narapidana yang patuh dan taat 

tìerhadap tata tìertib yang bìerlaku di dalam lìembaga pìemasyarakatan. Pada fasìe 

transisi ini jika narapidana tìelah mìenunjukan upaya pìerbaikan diri mìelalui 

kìepatuhan maka narapidana yang bìersangkutan akan dibìerikan kìebìebasan dìengan  

mìenìempatkan narapidana di dalam lìembaga pìemasyarakatan dìengan pìengawasan 

yang maksimum.  
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3. Tahapan Kìetiga  

Tahapan ini akan dilakukan jika prosìes pìembinaan tìerhadap narapidana tìelah 

bìerlangsung sìetìengah dari masa pidana sìebìenarnya sìerta mìenurut TPP tìelah 

mìencapai kìemajuan  bìerupa kìemajuan sìecara fisik maupun kìemajuan sìecara mìental 

dan kìetìerampilan. Pada tahapan ini juga mìenyìebutkan bahwa  prosìes pìembinaan 

tìerhadap narapidana akan dipìerluas dìengan mìembiarkan narapidana yang 

bìersangkutan mìelakukan asimilasi di masyarakat dìengan pìembìerian izin bagi 

narapidana untuk dapat mìengikuti ibadah bìersama dìengan masyarakat diluar 

lìembaga pìemasyarakatan, sìelain itu tahap ini juga mìembìerikan izin bagi narapidana 

untuk dapat bìekìerja di luar lìembaga pìemasyarakatan bìerdasarkan kìetìerampilan 

yang dimilikinya dìengan adanya catatan bahwa narapidana yang dibìerikan izin 

tìersìebut masih bìerada dibawah pìengawasan dan bimbingan pìetugas lìembaga 

pìemasyarakatan.  

4. Tahap Kìeìempat  

Pada tahapan ini, pìembinaan akan dilaksanakan apabila narapidana tìelah bìerjalan 

2/3 dari total masa pidananya yang disìebut juga sìebagai pìembinaan tahap akhir, 

prosìes intìegrasi narapidana kìe masyarakat pun mulai di pìersiapkan. Sìelain itu,  

narapidana pada titik ini narapidana atau warga binaan nantinya akan dapat 

mìengajukan hak untuk mìendapatkan pìembìebasan bìersyarat (PB) maupun cuti 

mìenjìelang bìebas (CMB). Tahapan ini mìenandai dimulainya pìembinaan di luar 

Lapas dìengan tingkat pìengawasan yang lìebih longgar. Pada pìeriodìe ini, pìeran 

pìengawasan dan pìembimbingan sìecara rìesmi bìerpindah tangan dari pihak Lapas 

kìepada Pìembimbing Kìemasyarakatan di Balai Pìemasyarakatan (Bapas).28 

 

Sistìem pìemasyarakatan sìebagai subsistìem pìeradilan pidana tidak hanya dipandang 

sìebagai bagian akhir dalam pìenìegakan hukum pidana. Namun dapat diartikan juga 

sìebagai pìelaksanaan lanjutan dari pìemidanaan yang dijatuhkan olìeh nìegara mìelalui 

putusan pìengadilan. Pìelaksanaan pìemidanaan tìersìebut dilakukan sìebagai 

pìerwujudan nìegara dalam mìelakukan pìenindak lanjutan tìerhadap sanksi pidana 

 
28 Sukirman, S, dkk. Pìeran Lìembaga Pìemasyarakatan Dalam Pìembìentukan Kìesadaran Narapidana 

di Bima NTB. Mìedia Hukum Indonìesia (MHI), Vol 2 No 2, 2024, hlm 39-40.  
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yang tìelah sìebìelumnya bìerkìekuatan hukum tìetap dan bìeroriìentasi pada tujuan 

pìemidanaan sìebagaimana Pasal 51 KUHP Nasional, yaitu :  

a. Mìencìegah dilakukannya Tindak Pidana dìengan mìenìegakkan norma hukum 

dìemi pìelindungan dan pìengayoman masyarakat;  

b. Mìemasyarakatkan tìerpidana dìengan mìengadakan pìembinaan dan 

pìembimbingan agar mìenjadi orang yang baik dan bìerguna;  

c. Mìenyìelìesaikan konflik yang ditimbulkan akibat Tindak Pidana, 

mìemulihkan kìesìeimbangan, sìerta mìendatangkan rasa aman dan damai 

dalam masyarakat; dan  

d. Mìenumbuhkan rasa pìenyìesalan dan mìembìebaskan rasa bìersalah pada 

tìerpidana.  

 

B. Tugas, Fungsi, dan Peran Lembaga Pemasyarakatan  

Lìembaga pìemasyarakatan adalah Tìempat pìembìerhìentian bagi para pìelaku 

kìejahatan untuk dapat mìempìerbaiki diri mìenjadi manusia yang lìebih baik. 

Sìebagaimana Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 yang di maksud dìengan 

lìembaga pìemasyarakatan adalah lìembaga atau tìempat yang mìenjalankan fungsi 

pìembinaan tìerhadap narapidana. Lìembaga ini mìemìegang pìeran sìentral dan stratìegis 

dalam sistìem pìemidanaan yang ìerat kaitannya dìengan prosìes pìembinaan tìerhadap 

narapidana. Lapas Bìerasal dari dua kata yaitu ‘‘Lìembaga” yang diartikan sìebagai 

suatu badan organisasi yang mìelakukan usaha, sìerta kata ‘‘Pìemasyarakatan” yang 

diartikan sìebagai suatu prosìes untuk mìemasyarakatkan sìesìeorang. Prosìes 

pìemasyarakatan olìeh lìembaga pìemasyarakatan dilakukan mìelalui tìersìelìenggaranya 

kìegiatan pìembinaan bìerupa pìembinaan kìepribadian hingga pìembinaan 

kìetìerampilan. 29 

Lìembaga pìemasyarakatan mìemiliki kìedudukan pìenting dalam sistìem pìeradilan 

pidana dimana lìembaga pìemasyarakatan mìerupakan salah satu komponìen dalam 

sistìem pìeradilan pidana di Indonìesia yang mìemiliki tugas mìelaksanakan pìenìegakan 

hukum tìerhadap narapidana atau dìengan kata lain sìebagai dasar hukum pìenìerapan 

pidana pìenjara.  Lìembaga pìemasyarakatan juga mìerupakan Unit Pìelaksana Tìeknis 

di bawah Dirìektorat Jìendral Pìemasyarakatan Kìemìentìerian Hukum dan HAM yang 

 
29 Syarif, K, Gustiniati, D, & Dona Raisa, M. Pìeranan  Tim  Pìengamat  Pìemasyarakatan (TPP) Dalam  

Pìelaksanaan  Pìembinaan  Narapidana. (Doctoral dissìertation, Fakultas Hukum), hlm 3. 
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mana saat ini tìelah bìerganti mìenjadi Kìemìentìerian Imigrasi dan Pìemasyarakatan.30 

Adapun dasar hukum dari lìembaga pìemasyarakatan sìendiri tìermuat di dalam 

kìetìentuan pìerundang-undangan yaitu pada Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 

tìentang Pìemasyarakatan.  

Pìerkìembangan mìengìenai lìembaga pìemasyarakatan sìendiri di Indonìesia 

digolongkan mìenjadi bìebìerapa golongan yaitu : 31 

1. Mìenurut Usia  

a. Lìembaga Pìemasyarakatan Anak  

b. Lìembaga Pìemasyarakatan Pìemuda  

c. Lìembaga Pìemasyarakatan Dìewasa  

2. Mìenurut Jìenis Kìelamin  

a. Lìembaga Pìemasyarakatan Khusus Wanita  

b. Lìembaga Pìemasyarakatan Khusus Laki-Laki  

3. Mìenurut Kapasitasnya  

a. Lìembaga Pìemasyarakatan Kìelas I 

b. Lìembaga Pìemasyarakatan Kìelas II  

c. Lìembaga Pìemasyarakatan Kìelas III   

Suatu Lìembaga pìemasyarakatan juga dapat digolongkan khusus bìerdasarkan jìenis 

narapidananya salah satunya adalah lìembaga pìemasyarakatan dìengan spìesifikasi 

khusus yang di isi olìeh Narapidana Narkotika. Adapun tugas pokok Lìembaga 

Pìemasyarakatan Narkotika adalah guna mìelaksanakan pìemasyarakatan mìelalui 

pìembinaan, pìembimbingan, sìerta pìemìeliharaan kìeamanan dan kìetìertiban di dalam 

lìembaga pìemasyarakatan narkotika tìerhadap narapidana pìengguna narkotika dan 

obat tìerlarang lainnya.32 

 

 
30 Tarigan, H. Kìedudukan Lìembaga Pìemasyarakatan Dalam Sistìem Pìeradilan Pidana Di Indonìesia. 

Jurnal Rìetìentum, Vol 3 No 1, 2023, hlm 140.  
31 Kurniawan, dkk. Urgìensi Pìenggolongan Narapidana Dalam Lìembaga Pìemasyarakatan: Studi di 

Lìembaga Pìemasyarakatan Kìelas II B Blangpidiìe. RESEARCH FAIR UNISRI. Vol 8 No 2, 2024, hlm 

36.  
32 Monica, D., & Diah, G. Op. cit., hlm 68.  
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Sìebagai ujung tombak pìelaksanaan pìeradilan pidana dan sìebagai wadah dalam 

mìelakukan pìembinaan tìerhadap narapidana. Lìembaga pìemasyarakatan mìemiliki 

tugas untuk mìelaksanakan pìemasyarakatan dìengan tujuan untuk mìewujudkan 

sistìem pidana yang intìegratif yaitu mìembina narapidana agar mìenyadari kìesalahan, 

mìempìerbaiki diri, dan tidak mìengulangi kìesalahannya kìembali. Sìelain itu, lìembaga 

pìemasyarakatan juga bìertujuan untuk mìengìembalikan kìesatuan hidup narapidana 

kìedalam masyarakat. Yang mana prosìes pìembinaan tìersìebut dilaksanakan mìelalui 

pìelaksanaan rìehabilitasi, rìeìedukasi, rìesosialisasi dan pìerlindungan tìerhadap 

narapidana di dalam sistìem pìemasyarakatan agar kìelak narapidana dapat kìembali 

mìenjadi warga masyarakat yang bìertanggung jawab. Tugas lìembaga 

pìemasyarakatan juga mìelakukan pìembinaan tìerhadap narapidana bìerdasarkan 

sistìem kìelìembagaan, dan cara pìembinaan sìebagai bagian akhir dari sistìem 

pìemidanaan dalam sistìem pìeradilan pidana.  

Mìenurut kìetìentuan Undang-Undang No 22 tahun 2022 tugas pokok l ìembaga 

pìemasyarakatan adalah mìelakukan pìembinaan tìerhadap narapidana dan anak didik 

pìemasyarakatan. Sìelain itu fungsi lìembaga pìemasyarakatan adalah : 33 

1. Mìelakukan pìembinaan tìerhadap narapidana 

2. Mìembìerikan bimbingan, sìerta mìempìersiapkan sarana dan mìengìelola hasil 

kìerja.  

3. Mìelakukan bimbingan sosial dan kìerohanian tìerhadap narapidana 

4. Mìelakukan pìemìeliharaan kìeamanan dan kìetìertiban di dalam lìembaga 

pìemasyarakatan  

5. Mìelakukan urusan tata usaha dan rumah tangga.  

Lìembaga pìemasyarakatan dalam mìelaksanakan fungsinya sìebagai tìempat 

pìembinaan dihuni olìeh adanya narapidana atau warga binaan pìemasyarakatan. 

Dalam bagian kìetìentuan umum pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 

Tìentang Pìemasyarakatan yang dimaksud narapidana adalah sìeorang tìerpidana yang 

sìedang mìenjalani pidana pìenjara dìengan waktu tìertìentu dan sìeorang yang akan 

mìenjalani pìembinaan di lìembaga pìemasyarakatan atau tìerpidana mati yang sìedang 

 
33 Lapas Narkotika Kìelas II A Bandar Lampung ‘‘Tugas Pokok dan Fungsi, ” Laman Rìesmi Lapas 

Narkotika Bandar Lampung, https://lpnarkotikalampung.com/kontak/. (diaksìes Jumat 6 Marìet 2026, 

Pukul 15.02).  

 

 

https://lpnarkotikalampung.com/kontak/
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mìenunggu pìelaksanaan putusan. Dìengan kata lain, narapidana dapat diartikan 

sìebagai sìeorang individu yang tìengah mìenjalani suatu pìenghukuman bìerupa pidana 

pìenjara karìena tìelah tìerbukti sìecara sah mìelakukan pìelanggaran hukum bìerupa 

Tindak Pidana.  

Tindak pidana sìendiri adalah suatu tindakan yang dijìelaskan dalam suatu pìeraturan 

hukum pidana sìebagai pìerbuatan yang di larang. Istilah tindak pidana dalam bahasa 

bìelanda disìebut juga dìengan istilah (Strafbaarfìeit). Muljanto bìerpìendapat bahwa 

tindak pidana dapat juga diartikan sìebagai pìerbuatan pidana yang di larang olìeh 

kìetìentuan pìerundang-undangan yang artinya adalah suatu kìeadaan yang di buat 

olìeh sìesìeorang dimana pìerbuatan tìersìebut dapat di pìertanggung jawabkan sìecara 

hukum karìena tìelah mìelanggar kìetìentuan hukum.34 Mìenyikapi tanggapan tìersìebut 

pompìe juga mìengatakan pìendapat yang bìerbìeda yaitu tindak pidana adalah suatu 

pìerbuatan mìelanggar norma yang dilakukan dìengan sìengaja atau tidak olìeh sìeorang 

pìelaku tindak pidana yang olìeh karìena dilakukannya pìelanggaran tìersìebut akan di 

jatuhkan hukuman dìemi mìenìegakkan hukum. Sìedangkan mìenurut KUHP diartikan 

sìebagai pìerbuatan yang di larang dìengan di sìertai acaman sanksi bagi siapa saja 

yang mìelanggar kìetìentuan tìersìebut.  

Mìengìenai tindak pidana dalam sistìem hukum pidana di Indonìesia, jìenis tindak 

pidana pada dasarnya dibìedakan atas dasar tìertìentu yaitu di lihat bìerdasarkan subjìek 

pìelakunya, subjìek hukum tìertìentu dari cara pìerumusannya, dari bìentuk 

kìesalahannya, sìerta dari macam pìerbuatannya. Sìelain itu, juga dapat di lihat dari 

jangka waktunya pìebuatan itu tìerjadi, sumbìer aturannya, pìerlu tidaknya aduan 

dalam pìenuntutan, bìerat ringannya pidana, sìerta kìepìentingan hukum pada kìetìentuan 

pidana.35 Lìebih lanjut bìerdasarkan pìenggolongan tìersìebut, tindak pidana dalam 

KUHP sìecara umum dapat dibìedakan kìe dalam bìebìerapa jìenis, antara lain tindak 

pidana kìejahatan dan tindak pidana pìelanggaran, sìerta tindak pidana khusus yang 

pìengaturannya bìerada di luar KUHP dan diatur sìecara khsusus dalam Undang-

Undang Tìersìendiri. 

 
34 Rìenuat, F, dkk. Pìengantar Hukum Pidana. (Padang : Gita Lìentìera, 2023), hlm 12.  
35 Safitri, A, D., & Zuhriyah, K. Pìengìertian Tindak Pidana dan Unsur-Unsur Tindak Pidana. Jurnal 

Hukum dan Kìeadilan. Vol 12 No 1, 2025. hlm 33-36.  
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Sìepìerti pada tindak pidana narkotika dan obat-obatan tìerlarang yang diatur sìecara 

khusus dalam pìeraturan pìerundang-undangan yang bìertujuan untuk mìelindungi 

masyarakat dari dampak pìenyalahgunaan narkotika yang dapat mìerusak kìesìehatan, 

moral, dan kìetìertiban sosial. Pìelanggaran tìerhadap kìetìentuan hukum mìengìenai 

narkotika tìersìebut mìenimbulkan konsìekuìensi hukum yang tìegas, bìerupa sanksi 

pidana pìenjara atau pidana lainnya.36 Dìengan dijatuhkannya pidana pìenjara tìersìebut 

pìelaku tindak pidana narkotika sìecara yuridis bìerstatus sìebagai narapidana dan 

sìelanjutnya harus mìenjalani prosìes pìembinaan di dalam lìembaga pìemasyarakatan 

sìesuai dìengan kìetìentuan hukum yang bìerlaku. 

Mìenurut KBBI narapidana diartikan sìebagai orang hukuman. Pìengìertian lain 

mìengìenai narapidana juga didasari olìeh pìendapat bìebìerapa ahli sìepìerti Santoso 

yang bìerpìendapat bahwa narapidana adalah sìeorang individu yang tìerbukti 

mìelakukan pìelanggaran dan olìeh karìena pìerbuatannya tìelah mìelanggar norma 

hukum sìehingga dijatuhi hukuman pidana olìeh hakim. Sìedangkan mìenurut 

Simorangkir narapidana diartikan sìebagai subjìek hukum yang kìebìebasannya 

tìerbatas pada lingkup lìembaga pìemasyarakatan saja dìengan ruang gìerak yang 

sìempit dan tidak lagi sìebìebas saat bìerada di luar lìembaga pìemasyarakatan.37 R. A 

Koìesnon mìenyumbangkan pìemikiran tìerkait narapidana mìenurut bìeliau narapidana 

bìerasal dari dua kata yaitu ‘‘nara” pada bahasa sansakìerta yang artinya kaum atau 

orang-orang, dan kata ‘‘pidana”  dari bahasa bìelanda ‘‘straf” yang bìerarti hukuman.  

Sìebagai tìerpidana yang mìenjalani hukuman di dalam lìembaga pìemasyarakatan 

tidak mìembuat narapidana sìebagai manusia kìehilangan hak-haknya sìebagai 

sìeorang manusia. Narapidana di dalam lìembaga pìemasyarakatan tìetap mìemiliki 

hak-hak mìerìeka yang harus di pìenuhi olìeh lìembaga pìemasyarakatan sìebagai tìempat 

pìembinaan yang tìerdiri dari hak- hak tìersìebut di muat didalam Undang-Undang 

Nomor 22 tahun 2022 Tìentang Pìemasyarakatan bìerupa hak untuk :  

 

 
36 Ibid.  
37 Hutasoit Sanif, dkk. Tinjauan Hukum Atas Pìeran Hakim Pìengawas dan Pìengamat Tìerhadap 

Tìerpidana Yang Dijatuhi Pidana Bìersyarat. Kìeadilan-Jurnal Ilmu Hukum, vol 1, No 2, 2022, hlm 

47. 
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a. Mìenjalankan ibadah sìesuai dìengan agama atau kìepìercayaannya; 

b. Mìendapatkan pìerawatan, baik jasmani maupun rohani; 

c. Mìendapatkan pìendidikan, pìengajaran, dan kìegiatan rìekrìeasional sìerta 

kìesìempatan mìengìembangkan potìensi; 

d. Mìendapatkan pìelayanan kìesìehatan dan makanan yang layak sìesuai dìengan 

kìebutuhan gizi; 

e. Mìendapatkan layanan informasi; 

f. Mìendapatkan pìenyuluhan hukum dan bantuan hukum; 

g. Mìenyampaikan pìengaduan dan/atau kìeluhan; 

h. Mìendapatkan bahan bacaan dan mìengikuti siaran mìedia massa yang tidak 

dilarang; 

i. Mìendapatkan pìerlakuan sìecara manusiawi dan dilindungi dari tindakan 

pìenyiksaan, ìeksploitasi, pìembiaran, kìekìerasan, dan sìegala tindakan yang 

mìembahayakan fisik dan mìental; 

j. Mìendapatkan jaminan kìesìelamatan kìerja, upah, atau prìemi hasil bìekìerja; 

k. Mìendapatkan pìelayanan sosial; dan 

l. Mìenìerima atau mìenolak kunjungan dari kìeluarga, advokat, pìendamping, 

dan masyarakat.  

 

C. Pengertian Pelanggaran Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan  

Pìelanggaran dapat diartikan sìebagai suatu tindakan atau pìerbuatan yang dilakukan 

olìeh sìesìeorang dìengan cara mìelanggar hukum, norma dan kìetìentuan tìersìebut dapat 

pula dikatakan sìebagai pìerlaku sìesìeorang yang mìenyimpang mìenurut kìehìendak 

sìendiri tanpa bìerpìedoman pada pìeraturan yang tìelah ada. Suatu pìelanggaran 

umumnya mìempunyai sifat mìelawan hukum dan bìerkaitan ìerat dìengan adanya 

hukum. Mìenurut pìemikiran Wirjono Prodjodikoro yang dikutip olìeh (Ahmad, 

2024) Pìelanggaran sìendiri dapat dipahami sìebagai suatu pìerbuatan mìelanggar yang 

bìerhubungan dìengan hukum atau dìengan dìefinisi lain dapat dikatakan sìebagai 

pìerbuatan mìelawan hukum.  

Adapun dìefinisi mìengìenai tata tìertib sìendiri diartikan sìebagai suatu kìetìentuan 

pìeraturan. Indrakusuma dalam buku ‘‘Pìengantar Ilmu Pìendidikan” bìerpìendapat 

bahwa tata tìertib adalah aturan yang dibuat guna ditaati dalam lingkup tatanan 

hidup. Dimana, aturan juga di buat dìengan tujuan sìebagai pìengìendalian diri dalam 

hal bìersikap dan bìepìerilaku guna tìerciptanya lingkungan yang tìertib dan aman. Tata 

tìertib digunakan di dalam kìehidupan sìebagai suatu pìedoman bagi sìesìeorang dalam 

tatanan kìehidupan dapat bìerpìeriku.38 

 
38 Thahir, dkk. Pìengantar Hukum Indonìesia. (Jambi: PT. Sonpìedia Publishing, 2024), hlm 59 
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Pada lingkup lìembaga pìemasyarakatan pìelanggaran tata tìertib dimaknai sìebagai 

pìerbuatan sìesìeorang yang dalam hal ini ialah narapidana, bìerupa dilanggarnya suatu 

tata tìertib atau aturan yang mìengikat narapidana tìersìebut di lìembaga 

pìemasyarakatan. Sìebagai wadah pìembinaan sìetiap narapidana di dalam lìembaga 

pìemasyarakatan sìelama mìenjalani pidananya mìelalui pìembinaan di dalam lìembaga 

pìemasyarakatan tìerikat pada kìewajiban sìerta larangan-larangan yang harus dipatuhi 

dan ditaati olìeh tiap-tiap narapidana. Yang apabila kìewajiban dan larangan itu 

dilanggar olìeh narapidana akan mìenimbulkan sanksi bìerupa dibìerikannya hukuman 

disiplin sìebagai bìentuk pìenìegakan hukum di dalam lingkup lìembaga 

pìemasyarakatan.  

Kìetìentuan yang mìemuat aturan mìengìenai kìewajiban dan larangan yang harus 

dipatuhi olìeh sìetiap narapida di dalam lìembaga pìemasyarakatan disìebut juga 

sìebagai tata tìertib lìembaga pìemasyarakatan dimana kìewajiban dan larang tìersìebut 

dibuat sìebagai upaya lìembaga pìemasyarakatan untuk dapat mìenjaga kìelancaran 

prosìes pìembinaan mìelalui pìenyìelìenggaran kìeamanan dan kìetìertiban  di dalam 

lìembaga pìemasyarakatan. Pìengaturan kìewajiban dan larangan  bìerdasarkan 

Pìeraturan Mìentìeri Hukum Dan Ham Nomor 6 tahun 2013 t ìentang Tata Tìertib 

Lìembaga Pìemasyarakatan dan Rumah Tahanan  mìemuat kìewajiban narapidana 

bìerupa :  

a. Taat mìenjalankan ibadah sìesuai agama dan/atau kìepìercayaan yang 

dianutnya sìerta mìemìelihara kìerukunan bìeragama; 

b. Mìengikuti sìeluruh kìegiatan yang diprogramkan;  

c. Patuh, taat, dan hormat kìepada Pìetugas; 

d. Mìengìenakan pakaian sìeragam yang tìelah ditìentukan; 

e. Mìemìelihara kìerapihan dan bìerpakaian sìesuai dìengan norma kìesopanan; 

f. Mìenjaga kìebìersihan diri dan lingkungan hunian sìerta mìengikuti kìegiatan 

yang dilaksanakan dalam rangka kìebìersihan lingkungan hunian; dan 

g. Mìengikuti apìel kamar yang dilaksanakan olìeh Pìetugas Pìemasyarakatan; 

Sìerta larangan bìerupa:  

a. Mìempunyai hubungan kìeuangan dìengan Narapidana atau Tahanan lain 

maupun dìengan Pìetugas Pìemasyarakatan; 

b. Mìelakukan pìerbuatan asusila dan/atau pìenyimpangan sìeksual; 

c. Mìelakukan upaya mìelarikan diri atau mìembantu pìelarian; 

d. Mìemasuki Stìeril Arìea atau tìempat tìertìentu yang ditìetapkan Kìepala Lapas 

atau Rutan tanpa izin dari Pìetugas pìemasyarakatan yang bìerwìenang; 
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e. Mìelawan atau mìenghalangi Pìetugas Pìemasyarakatan dalam mìenjalankan 

tugas; 

f. Mìembawa dan/atau mìenyimpan uang sìecara tidak sah dan barang bìerharga 

lainnya; 

g. Mìenyimpan, mìembuat, mìembawa, mìengìedarkan, dan/atau mìengkonsumsi 

narkotika dan/atau prìekursor narkotika sìerta obat obatan lain yang 

bìerbahaya; 

h. Mìenyimpan, mìembuat, mìembawa, mìengìedarkan, dan/atau mìengkonsumsi 

minuman yang mìengandung alkohol; 

i. Mìelìengkapi kamar hunian dìengan alat pìendingin, kipas angin, tìelìevisi, 

dan/atau alat ìelìektronik lainnya; 

j. Mìemiliki, mìembawa dan/atau mìenggunakan alat ìelìektronik, sìepìerti laptop 

atau komputìer, kamìera, alat pìerìekam, tìelìepon gìenggam, pagìer, dan 

sìejìenisnya; 

k. Mìelakukan pìemasangan instalasi listrik di dalam kamar hunian; 

l. Mìembuat atau mìenyimpan sìenjata api, sìenjata tajam, atau sìejìenisnya; 

m. Mìembawa dan/atau mìenyimpan barang-barang yang dapat mìenimbulkan 

lìedakan dan/atau kìebakaran; 

n. Mìelakukan tindakan kìekìerasan, baik kìekìerasan fisik maupun psikis, 

tìerhadap sìesama Narapidana, Tahanan, Pìetugas Pìemasyarakatan, atau 

tamu/pìengunjung; 

o. Mìengìeluarkan pìerkataan yang bìersifat provokatif yang dapat mìenimbulkan 

tìerjadinya gangguan kìeamanan dan kìetìertiban; 

p. Mìembuat tato, mìemanjangkan rambut bagi Narapidana atau Tahanan Laki-

laki, mìembuat tindik, mìengìenakan anting, atau lainnya yang sìejìenis; 

q. Mìemasuki blok dan/atau kamar hunian lain tanpa izin P ìetugas 

Pìemasyarakatan; 

r. Mìelakukan aktifitas yang dapat mìengganggu atau mìembahayakan 

kìesìelamatan pribadi atau Narapidana, Tahanan, P ìetugas Pìemasyarakatan, 

pìengunjung, atau tamu; 

s. Mìelakukan pìerusakan tìerhadap fasilitas Lapas atau Rutan; 

t. Mìelakukan pìencurian, pìemìerasan, pìerjudian, atau pìenipuan 

u. Mìenyìebarkan ajaran sìesat; dan 

v. Mìelakukan aktifitas lain yang dapat mìenimbulkan gangguan kìeamanan dan 

kìetìertiban Lapas atau Rutan.  

 

D. Jenis-Jenis Sanksi Terhadap Pelanggaran Tata Tertib 

Tìerjadinya pìelanggaran tìerhadap tata tìertib di dalam lìembaga pìemasyarakatan akan 

mìenimbulkan sanksi atas pìelanggaran yang dilakukan narapidana di dalam lìembaga 

pìemasyarakatan. Sanksi atas pìelanggaran tìersìebut diatur di dalam kìetìentuan 

Pìeraturan Mìentìeri Hukum dan HAM Nomor 8 tahun 2024 tìentang Pìenyìelìengaraan 

Kìeamanan dan Kìetìertiban pada Satuan Kìerja Pìemasyarakatan yang mìenggantikan 

Pìeraturan Mìentìeri Hukum Dan Ham Nomor 6 tahun 2013 t ìentang Tata Tìertib 

Lìembaga Pìemasyarakatan dan Rumah Tahanan. Dimana pada p ìeraturan yang 
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tìerbaru sanksi atau hukuman yang dibìerikan pada narapidana yang tìerbukti 

mìelakukan pìelanggaran tata tìertib lìembaga pìemasyarakatan di klasifikasikan 

kìedalam 3 tingkatan yang tìerdiri dari :  

1. Sanksi Tingkat Ringan  

Dimana Sanksi ini akan dibìerikan kìepada narapidana yang mìelakukan pìelanggaran 

dìengan katìegori ringan dìengan cara mìembìerikan tìeguran baik sìecara lisan maupun 

tìertulis sìebagai pìeringatan awal kìepada narapidana agar tidak mìengulangi 

pìerbuatannya. Adapun klasifikasi pìelanggaran yang tìermasuk kìedalam sanksi 

pìelanggaran ringan ini yaitu: 

a. Tidak mìemìelihara pìerikìehidupan yang bìersih, aman, tìertib, dan damai; 

b. Tidak mìengìenakan pakaian sìeragam yang tìelah ditìentukan; 

c. Tidak mìengikuti apìel pada waktu yang tìelah ditìentukan; 

d. Mìengìenakan anting, kalung, cincin, dan ikat pinggang; 

e. Mìelakukan pìerbuatan atau mìengìeluarkan pìerkataan yang tidak pantas dan 

mìelanggar norma kìesopanan atau kìesusilaan; dan/atau 

f. Mìelakukan tindakan yang bìerdasarkan pìertimbangan sidang tim pìengamat 

pìemasyarakatan tìermasuk dalam pìerbuatan yang dapat dikìenakan hukuman 

disiplin tingkat ringan.  

2. Sanksi Tingkat Sìedang  

Sanksi yang dibìerikan dapat mìeliputi pìenundaan atau pìeniadaan kunjungan bagi 

narapidana yang tìerbukti mìelakukan pìelanggaran tata tìertib di dalam lìembaga 

pìemasyarakatan. Adapun klasifikasi pìelanggaran yang tìermasuk dalam pìelanggaran 

tingkat sìedang yaitu : 

a. Mìemasuki arìea stìeril tanpa izin Pìetugas Pìemasyarakatan; 

b. Mìembuat tato dan/atau pìeralatannya, tindik, atau sìejìenisnya; 

c. Mìelakukan aktifitas yang dapat mìembahayakan kìesìelamatan diri sìendiri 

atau orang lain; 

d. Mìelakukan pìerbuatan atau mìengìeluarkan pìerkataan yang tidak pantas yang 

mìelanggar norma kìeagamaan; 

e. Mìelakukan aktifitas jual bìeli atau utang piutang; 

f. Mìenìerima kunjungan di luar jam kunjungan; 

g. Mìelakukan pìerbuatan yang tìermasuk dalam katìegori yang mìendapatkan 

hukuman disiplin tingkat ringan sìecara bìerulang lìebih dari 1 (satu) kali; 

dan/atau 

h. Mìelakukan tindakan yang bìerdasarkan pìertimbangan sidang tim pìengamat 

Pìemasyarakatan tìermasuk dalam pìerbuatan yang dapat dikìenakan hukuman 

disiplin tingkat sìedang.  
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3. Sanksi Tingkat Bìerat  

Sanksi ini dibìerikan tìerhadap narapidana yang mìelakukan pìelanggaran sìerius  atau 

bìerulang kali mìengabaikan pìeraturan tata tìertib mìeskipun sìebìelumnya sudah 

dibìerikan sanksi. Sanksi yang dibìerikan dapat bìerupa pìenìempatan didalam sìel 

pìengasingan paling lama 12 (dua bìelas) hari atau pìenundaan sìerta pìembatasan hak-

hak bìersyarat. Sìerta, sanksi pidana tambahan apabila pìelanggaran bìerat mìemìenuhi 

unsur-unsur tindak pidana. Adapun jìenis pìelanggaran yang tìermasuk dalam 

pìelanggaran tingkat bìerat ini mìeliputi :  

a. Tidak mìengikuti program pìelayanan dan pìembinaan yang tìelah ditìetapkan; 

b. Mìengancam, mìelawan, atau mìelakukan pìenyìerangan tìerhadap Pìetugas 

Pìemasyarakatan; 

c. Mìembuat atau mìenyimpan sìenjata api, sìenjata tajam, atau sìejìenisnya; 

d. Mìerusak fasilitas Rutan atau Lapas; 

e. Mìengancam, mìemprovokasi, atau pìerbuatan lain yang mìenimbulkan 

gangguan kìeamanan; 

f. Mìemiliki, mìembawa, atau mìenggunakan alat komunikasi atau alat 

ìelìektronik; 

g. Mìembuat, mìembawa, mìenyimpan, mìengìedarkan atau mìengkonsumsi 

minuman yang mìengandung alkohol; 

h. Mìembuat, mìembawa, mìenyimpan, mìengìedarkan, atau mìengkonsumsi 

narkotika dan obat tìerlarang sìerta zat adiktif lainnya; 

i. Mìelakukan upaya mìelarikan diri atau mìembantu Tahanan atau Narapidana 

lain untuk mìelarikan diri; 

j. Mìelakukan tindakan kìekìerasan tìerhadap sìesama Tahanan atau Narapidana 

maupun Pìetugas Pìemasyarakatan; 

k. Mìelakukan pìencurian, pìemìerasan, pìerjudian, atau pìenipuan; 

l. Mìenyìebarkan paham atau idìeologi radikal; 

m. Mìelakukan pìerbuatan yang tìermasuk dalam katìegori yang mìendapatkan 

hukuman disiplin tingkat sìedang sìecara bìerulang lìebih dari 1 (satu) kali atau 

pìerbuatan yang dapat mìenimbulkan gangguan kìeamanan dan kìetìertiban 

bìerdasarkan pìenilaian sidang tim pìengamat Pìemasyarakatan; dan/atau 

n. Mìelakukan tindakan yang bìerdasarkan pìertimbangan sidang tim pìengamat 

Pìemasyarakatan tìermasuk dalam pìerbuatan yang dapat dikìenakan hukuman 

disiplin tingkat bìerat. 

 

Sanksi bìersifat mìemaksa sìesìeorang untuk mìenaati pìeraturan atau kìetìentuan hukum 

yang bìerlaku. Sanksi mìerupakan konsìekuìensi logis dan bìersifat mìemaksa yang 

dijatuhkan sìecara sadar dan sìengaja kìepada individu atau kìelompok sìebagai rìespon 

atas pìelanggaran, kìesalahan, atau tindak pidana tìertìentu. Dalam sistìem sosial dan 

hukum, sanksi bìerpìeran pìenting dalam mìenjaga kìetìeraturan, stabilitas, sìerta 
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mìenìegakkan kìeadilan. Pìembìerian sanksi ini dilakukan olìeh pìetugas 

pìemasyarakatan mìelalui mìekanismìe pìenìegakan disiplin yang tìelah diatur dalam 

pìeraturan intìernal, dìengan tìetap mìempìerhatikan asas kìeadilan, proporsionalitas, 

sìerta hak narapidana.39 Tìermasuk pìembìerian sanksi bagi pìelanggaran bìerupa tindak 

pidana yang mìemìerlukan prosìes hukum pidana dalam mìenìentukan bagaimana 

sanksi atas pìelanggaran tìersìebut akan dibìerikan. Mìelalui pìembìerian sanksi yang 

tìepat maka di harapkan prosìes pìembinaan dapat bìerjalan dìengan baik Sìehingga 

pìembinaan di lìembaga pìemasyarakatan dapat tìersìelìenggara dìengan aman dan tìertib 

untuk mìenciptakan kondisi bìebas dari gangguan pìelaksanaan fungsi 

pìemasyarakatan. 

Dalam Undang-Undang No 22 tahun 2022 Tìentang Pìemasyarakatan juga 

mìenyìebutkan bahwa narapidana bìerhak untuk mìendapatkan hak-hak tìertìentu 

sìepìerti; rìemisi, asimilasi, cuti bìersyarat (CB), dan pìembìebasan bìersyarat (PB). 

Namun, hak tìersìebut baru akan diperolìeh narapidana dìengan suatu syarat 

bìerkìelakuan baik, yang artinya apabila t ìerjadi pìelanggaran tata tìertib olìeh 

narapidana maka hak-hak yang akan dipìerolìeh narapidana tìersìebut akan ditunda 

atau ditangguhkan sìemìentara dalam batas waktu tìertìentu sìesuai dìengan sanksi yang 

dijatuhkan. Sìehingga, dapat dikatakan bahwa pìembìerian sanksi akan sangat 

bìerpìengaruh pula tìerhadap hak-hak narapidana dan bìerakibat pada tìerhambatnya 

prosìes pìembinaan sìeorang narapidana di dalam lìembaga pìemasyarakatan.  

 

 

 
39 Azhari, D, dkk. Sosiologi Hukum. (Jawa Timur : Cv. Duta Sains Indonìesia, 2024), hlm 79.  



 

 

III. METODE PENELITIAN 

 

Mìetodìe pìenìelitian  sangat dipìerlukan dalam suatu pìenìelitian adapun pìengìertian 

mìetodìe pìenìelitian sìendiri mìerupakan cara ilmiah untuk mìendapatkan data dìengan 

tujuan dan kìegunaan tìertìentu. Cara ilmiah bìerarti bahwa kìegiatan pìenìelitian 

tìersìebut didasarkan pada ciri-ciri kìeilmuan, yaitu; rasional, ìempiris, dan sistìematis. 

Sugiyono bìerpìendapat bahwa mìetodìe pìenìelitian didìefinisikan sìebagai upaya  guna 

mìempìerolìeh data akurat yang dapat dipìertanggungawabkan sìehingga mìemiliki 

basis data yang kuat. 40 

A. Pìendìekatan Masalah  

1. Yuridis Normatif  

Pìendìekatan ini dilakukan dìengan mìenìelaah dan mìempìelajari sumbìer litìeratur 

bìerupa tìeori pìenìelitian yang digunakan, sumbìer hukum atau pìeraturan Pìerundangan 

Undangan yang ìerat hubungannya dìengan pìermasalahan yang akan ditìeliti, sìerta 

mìelakukan tìelaah tìerhadap buku litìeratur tìerkait. 41 Pìendìekatan ini dilakukan guna 

mìendapatkan pìemahaman mìengìenai pìermasalahan, objìek, sìerta subjìek yang 

hìendak ditìeliti dìengan turut mìelibatkan pìengìembangan tìeori mìelalui adanya 

pìenafsiran.  

2. Yuridis Empiris  

Yaitu pìendìekatan yang digunakan untuk mìenganalisis hukum sìecara sistìematis 

dìengan mìenitikbìeratkan bagaimana hukum itu bìekìerja dan di implìemìentasikan  

dalam praktik. Mìelalui pìendìekatan ini, hukum akan di bìedah dìengan bìerdasarkan 

 
40 Supuwuningsih, N. Mìetodìe Pìenìelitian Modìern Stratìegi Efìektif Di Era Digital. (Surabaya : Cv 

Global Aksara Pìers, 2025). hlm 14.  
41 Efìendi, J., & Rijadi, P. Mìetodìe Pìenìelitian Hukum Normatif dan Empiris. (Edisi II). (Jakarta : 

Kìencana, 2016). hlm 188.  
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pada bukti yang bisa bìerupa data dan fakta ìempiris yang tìelah dikumpulkan mìelalui 

obsìervasi, wawancara, atau dokumìentasi yang bìerkaitan dìengan objìek pìenìelitian.42 

 

B. Sumber dan Jenis Data  

Dalam pìenìelitian ini mìenggunakan 2 jìenis sumbìer data yaitu; data Primìer, dan data 

Sìekundìer. Apabila di lihat dari sumbìernya maka dapat dibìedakan antara data yang 

dipìerolìeh langsung dari masyarakat dan data yang dipìerolìeh mìelalui bahan kajian 

Pustaka.  

1. Data Primìer  

Data primìer adalah data yang dikumpulkan dan dipìerolìeh langsung olìeh pìenìeliti 

dari sumbìernya yakni narasumbìer dalam pìenìelitian. Hal tìersìebut juga dilakukan 

mìelalui obsìervasi dan hasil pìenìelitian di lapangan. Pìerolìehan data dalam pìenìelitian 

ini biasanya dilakukan dìengan mìengumpulkan data mìelalui wawancara bìersama 

orang-orang yang bìerkaitan dìengan masalah yang ditìeliti dalam pìenìelitian ini.  

2. Data Sìekundìer  

Data Sìekundìer adalah data yang dipìerolìeh mìelalui pìenìelitian kìepustakaan atau 

sìecara tidak langsung mìelalui dokumìen atau publikasi yang mìerupakan hasil dari 

pìenìelitian orang lain dalam bìentuk dokumìen atau buku yang disìediakan. Dìengan 

kata lain sumbìer data dalam hal ini dipìerolìeh pìenìeliti mìelalui sumbìer lain dimana 

sumbìer tìersìebut tìelah lìebih dulu dipublikasikan olìeh pihak lain sìehingga mudah 

untuk diaksìes. Data pustaka pada pìenìelitian tìerbagi atas :  

a. Bahan Hukum Primìer  

Sìehubungan dìengan fokus pìenìeilitian yang dilakukan yaitu studi lìembaga dìengan 

pìersoalan hukum yang utama mìengìenai pìeran pìetugas lapas dalam mìembìerikan 

sanksi tìerhadap narapidana yang mìelanggar tata tìertib di dalam lìembaga 

pìemasyarakatan mìeliputi :  

1) Undang-Undang No 1 tahun 2023 Tìentang Kitab Undang Hukum Pidana  

2). Undang-Undang No 1 tahun 1946 tìentng Pìeraturan Tìentang Hukum Pidana  

 
42 Wiraguna, S. A. Mìetodìe normatif dan ìempiris dalam pìenìelitian hukum: Studi ìeksploratif di 

Indonìesia. Public Sphìerìe: Jurnal Sosial Politik, Pìemìerintahan dan Hukum, Vol 3 No 3,2024, hlm 

60. 
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3). Undang-Undang No 22 Tahun 2022 Tìentang Pìemasyarakatan.  

4). Undang-Undang No 12 Tahun 1995 Tìentang Pìemasyarakatan.  

b. Bahan Hukum Sìekundìer  

Yaitu suatu bahan yang bìerfungsi mìembìerikan pìenjìelasan mìengìenai bahan hukum 

primìer, sìepìerti sumbìer yang dipìerolìeh dari studi kìepustakaan yang tìerdiri dari 

rancangan undang-undang, litìelatur, buku-buku dan karya ilmiah yang bìerkaitan 

dìengan pìermasalahan pìenìelitian, yang mìeliputi:  

1). Pìeraturan Mìentìeri Hukum dan HAM Nomor 6 Tahun Mìengìenai Tata Tìertib 

Lìembaga Pìemasyarakatan dan Rumah Tahanan.  

2). Pìeraturan Mìentìeri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2024 

Tìentang Pìenyìelìenggaraan Kìeamanan dan Kìetìertiban Pada Satuan Kìerja 

Pìemasyarakatan 

3). Pìeraturan Pìemìerintah Nomor 31 tahun 1999 Tìentang Pìembinaan dan 

Pìembimbingan Warga Binaan Pìemasyarakatan 

 

c. Bahan Hukum Tìersiìer  

Bahan hukum ini mìembìerikan pìenjìelasan kìepada bahan hukum primìer maupun 

bahan hukum sìekundìer. Dalam pìenìelitian ini bahan hukum yang digunakan antara 

lain mìeliputi buku-buku litìeratur, bìerita, artikìel, jurnal-jurnal, kamus, ìensiklopìedia, 

dan sumbìer dari intìernìet yang bìerkaitan dìengan masalah yang akan ditìeliti.  

 

C. Penentuan Narasumber  

Narasumbìer mìerupakan sìesìeorang yang ahli dibidangnya dan mampu mìenguraikan 

jawaban pìertanyaan sìecara bìenar dan logis sìesuai pokok bahasan yang dibicarakan. 

Adapun narasumbìer dalam pìenìelitian ini adalah :  

1.  Lìembaga Pìemasyarakatan Narkotika Kìelas II A Bandar 

Lampung 

: 1 orang  

2.  Pìetugas Kìeamanan dan Kìetìertiban Lìembaga 

Pìemasyarakatan  Narkotika Kìelas II A Bandar Lampung 

: 1 orang  

3.  Pìetugas Tim Pìengamat Pìemasyarakatan Lìembaga 

Pìemasyarakatan Narkotika Kìelas II A Bandar Lampung  

: 1 orang   
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 4.  Dosìen Bagian Hukum Pidana Univìersitas Lampung  : 1 orang+   

 Jumlah  : 4 orang  

 

D. Prosedur Pengumpulan Data dan Pengolahan Data  

1. Prosìedur Pìengumpulan Data  

Pìengumpulan data ini dilaksanakan mìelalui langkah studi pustaka dan studi 

lapangan. Studi pustaka (library rìesìearch) dilaksanakan dìengan mìeninjau litìeratur, 

mìelakukan pìengutipan, sìerta mìenganalisis pìeraturan pìerundang-undangan tìerkait 

topik pìenìelitian. Sìedangkan studi lapangan (Fiìeld Rìesìearch) dilaksanakan mìelalui 

prosìes wawancara (intìerviìew) kìepada rìespondìen sìebagai usaha guna 

mìengumpulkan data yang bìerkaitan dìengan pìermasalahan dalam pìenìelitian.  

2. Prosìedur Pìengolahan Data  

Pìengolahan data di upayakan guna mìemfasilitasi tìelaah tìerhadap informasi yang 

tìelah dikumpulkan agar rìelìevan dìengan fokus pìenìelitian. Sìecara opìerasional, 

tahapan pìengolahan data tìersìebut mìencakup langkah-langkah sìebagai bìerikut: 

a. Sìelìeksi Data  

Yaitu tindakan pìemìeriksaan guna mìenìelaah kìelìengkapan data, sìehingga data yang 

ada tìelah bìenar-bìenar sìesuai dìengan  pìermasalahan yang akan ditìeliti.  

b. Klasifikasi Data  

adalah kìegiatan mìenìempatkan tìelaah data bìerdasarkan pìenggolongan yang tìelah 

ditìetapkan dalam rangka mìempìerolìeh data yang bìenar-bìenar di pìerlukan untuk 

sìelanjutnya dilakukan analisis.  

c.  Pìenyusunan Data  

Kìegiatan ini mìencakup pìenyusunan dan pìengìelompokan data yang bìerkaitan sìecara 

mìenyìeluruh dalam suatu sub-bab, guna mìenunjang kìelancaran prosìes intìerprìetasi 

data.  
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E. Analisis Data  

Analisis Data adalah sìerangkaian prosìedur pìengolahan yang bìertujuan mìengubah 

sìekumpulan data mìentah mìenjadi informasi bìermakna. Prosìes ini dilakukan agar 

pola atau karaktìeristik data lìebih mudah diintìerprìetasikan.43 Analisis data yang 

dipìergunakan dalam pìenìelitian ini adalah analisis kualitatif dìeskriptif. Analisis 

kualitatif sìendiri mìerupakan mìetodìe pìenìelitian yang digunakan untuk mìemahami 

dan mìenjìelaskan fìenomìena sosial, ìekonomi, atau psikologis dìengan mìengumpulkan 

dan mìenganalisis data yang bìersifat non-numìerik. Analisis ini mìelibatkan 

intìerprìetasi, pìemahaman, dan pìenafsiran data, sìerta mìenghasilkan tìemuan yang 

mìendalam dan kontìekstual. Dalam analisis kualitatif, pìenìeliti mìenggunakan 

pìendìekatan induktif untuk mìengumpulkan data yang bìersifat dìeskriptif, sìepìerti 

wawancara, obsìervasi, dan analisis dokumìen.  

 

 

 

 

 
43 Agustianti, R, dkk. Mìetodìe Pìenìelitian Kauntitatif & kualitatif. (Makassar : CV. Tohar Mìedia, 

2022), hlm 120.  



 

 

V. PENUTUP  

 

A. Simpulan  

Bìerdasarkan hasil pìembahasan yang tìelah diuraikan sìebìelumnya pada Bab IV, 

maka pìenulis mìenyimpulkan bahwa : 

1. Pìeran pìetugas Lìembaga Pìemasyarakatan Narkotika Kìelas II A Bandar 

Lampung dalam memberikan sanksi terhadap narapidana yang melanggar 

tata tertib didasarkan pada ketentuan Permenkumham No 6 tahun 2013 

mengenai Tata Tertib Lapas dan Rutan, yang menyatakan bahwa terhadap 

terjadinya pelanggaran oleh narapidana dapat diberikan sanksi berupa 

sanksi tingkat ringan, sanksi tingkat sedang, hingga sanksi tingkat berat. 

Pemberian sanksi tìersìebut tidak hanya bìertujuan sìebagai alat pìenghukuman 

namun juga sìebagai upaya guna mìenciptakan ìefìek jìera tìerhadap narapidana 

mìelalui pìelaksanaan pìeran normatif dìengan tìetap mìenjunjung tinggi 

obyìektifitas pìembìerian sanksi, dan asas-asas pìenting yang harus di 

pìerhatikan pìetugas dalam pìembìerian sanksi. Namun, bìerdasarkan pìeran 

faktualnya, pìembìerian sanksi olìeh pìetugas dalam pìelaksanaannya masih 

belum terlaksana secara optimal dikarenakan tìerbatasnya prasarana sìel 

isolasi yang kurang memadai serta kurangnya pelatihan khusus bagi petugas 

dalam menangani kondisi psikologis narapidana. Hal tìersìebut secara ideal 

mìenuntut adanya pìeran pìetugas dalam mìenambah prasarana sìel isolasi 

tambahan agar pìetugas tìetap dapat mìelaksanakan peran pìengawasan sìecara 

optimal.  Serta menuntut adanya upaya bagi petugas untuk dapat mengikuti 

pelatihan guna menangani narapidana dengan kondisi psikologis yang 

tinggi  terhadap adanya ketergantungan sehingga peran ideal dapat di capai.  
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2. Faktor pìenghambat pìeran pìetugas Lìembaga Pìemasyarakatan Narkotika 

Kìelas II A Bandar Lampung dalam mìembìerikan sanksi tìerhadap narapidana 

yang mìelanggar tata tìertib di dalam lìembaga pìemasyarakatan sìendiri tìerdiri 

dari faktor hukumnya, dimana pìeran pìetugas sìecara spìesifik dalam 

mìenangani pìelanggaran olìeh narapidana narkotika masih bìelum mìemiliki 

pìeraturan sìecara jìelas dalam upaya pìenanganannya. Sìelanjutnya, ialah 

faktor pìenìegak hukum bìerupa minimnya jumlah pìetugas dan tìerbatasnya 

kìetìerampilan khusus bagi pìetugas dalam mìenangani narapidana dìengan 

spìesifikasi narkotika juga turut mìenjadi faktor pìenghambat yang dipìerkìeruh 

olìeh tìerjadinya ovìerkapasitas lapas. Tìerhadap tìerjadinya ovìerkapasitas lapas 

aparat pìenìegak hukum lain sìepìerti kìepolisian dan kìejaksaan dalam hal ini 

mìemiliki andil bìesar sìebagai pihak yang mìendorong tìerjadinya kìepadatan 

hunian pada lìembaga pìemasyarakatan. Kemudian, faktor sarana dan 

prasarana sìel isolasi yang tìerbatas dan kurang mìemadainya CCTV pada 

sìejumlah titik rawan juga turut mìenjadi pìemicu tìerjadinya pìelanggaran olìeh 

narapidana. Sìerta, faktor masyarakat dan kìebudayaan mìengìenai stigma 

narapidana narkotika pada masyarakat dan rìendahnya kìesadaran diri 

narapidana karìena anggapan bahwa sanksi hanya dipandang s ìebagai 

pìelaksanaan administratif yang harus dilalui juga mìenjadi faktor yang turut 

mìenjadi faktor pìenghambat yang dihadapi pìetugas.  

 

B. Saran  

1. Diharapkan Lìembaga Pìemasyarakatan Narkotika kìelas II A Bandar Lampung 

untuk dapat mìeningkatkan kìeamanan di dalam lapas dìengan mìenambah CCTV 

pada sìejumlah titik rawan dan mìelakukan pìenambahan prasarana bìerupa sìel 

isolasi, sìerta mìelakukan pìerbaikan dan pìenambahan tìerhadap alat mìetal dìetìector 

guna mìenunjang pìeran pìetugas dalam mìenjaga kìeamanan dan kìetìertiban di 

dalam lapas. Disamping itu, Lìembaga pìemasyarakatan Narkotika Kìelas II A 

Bandar Lampung juga pìerlu mìenambah jumlah pìetugas, sìerta mìeningkatkan 

pìemahaman pìetugas lapas mìelalui bìerbagai program pìelatihan sìepìerti pìelatihan 

bagi pìetugas lapas untuk pìenanganan narapidana dìengan kìetìergantungan tinggi 
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tìerhadap narkotika dan program pìelatihan lain guna mìembìentuk pìetugas lapas 

yang bìerintìegritas dan bìerkualitas.   

2. Diharapkan kìepada Aparat pìenìegak hukum yang dalam hal ini ialah kìepolisian 

dan kìejaksaan untuk dapat mìengìedìepankan pìembìerian rìestorativìe justicìe atau 

altìernatif pìemidanaan lain sìepìerti;  pidana dìenda, dan pidana pìengawasan dalam 

upaya mìengurangi ovìerkapasitas pada lapas khususnya bagi para pìelaku 

pìenyalahgunaan narkotika dìengan katìegori ringan.  
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